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Skripsi yang berjudul Tinjauan yuridis tentang sengketa sertifikat Hak Guna 
Bangunan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam perspektif Hukum 
Islam (studi kasus nomor: 36/G.TUN/2012/P.TUN.Mks. tentang prosedur penyelesaian 
sengketa di Pengadilan Tata Usah Negara Makassar. Tujuan dari penelitian ini adalah 
Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian masalah sengketa Sertifikat Hak Guna 
Bangunan di Pengadilan Tata Usaha Negara makassar, dan pertimbangan hukum 
hakim terhadap sengketa Peradilan Tata Usaha Negara Makassar yang memiliki 
dua bagian, yang pertama pertimbangan terhadap hukum agrariya yaitu berdasar 
pada pasal 23 Huruf (a) 1 dan 2 Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor: Tahun 
1997 dan pertimbangan terhadap hukum Peradilan Tata Usaha Negara Makassar 
berdasar pada ketentuan pasal 107 undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara. 
Jenis penelitian ini tergolong kualitatif lapangan dengan pendekatan 
penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan teologi Normatif dan pendekatan 
sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah hakim dan panitera 
Pengadilan Tata Usah Negara Makassar metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi,  wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, 
teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan melalui empat tahapan, 
yaitu: klarifikasi data, reduksi data, koding data, dan editing data. 
Pandangan Hukum Islam tentang sengketa adalah Konflik dan sengketa 
yang terjadi di kalangan umat manusia merupakan suatu realitas karena manusia 
dibekali akal dan wahyu serta mampu menemukan pola penyelesaian sengketa 
sehingga penegakan keadilan dapat terwujud. 
Sengketa yang di lakukan di Pengadilan tata usaha Negara Makassar 
adalah lingkungan peradilan dibawa mahkama agung yang melaksanakan 
kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha 
Negara. Jadi dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha negara dapat di lakukan 
dengan tiga cara yaitu prosedur, subtansi dan kepentingan. adapun pertimbangan 
hukum hakim ada dua yaitu pertimbangan menurut ketentuan hukum Agrariya 
dan hukum Peradilan Tata Usaha Negara. Pola penyelesaian sengketa dapat 
dirumuskan manusia dengan merujuk pada sejumlah ayat al-Quran, hadis Nabi, 






A. Latar Belakang Masalah 
Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam 
bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan Hukum perdata atau 
pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat 
dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa 
kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.1 
Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat aturan yang 
memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya yang sekaligus 
juga melindungi warga terhadap sikap tidak administrasi Negara dan 
melindungi administrasi Negara itu sediri. Dalam hukum administrasi Negara 
terkandung dua aspek yang pertama aturan-aturan hukum yang mengatur 
dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan Negara itu melakukan 
tugasnya, yang kedua yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan 
hukum antara alat perlengkapan administrasi Negara atau pemerintah dengan 
para warga Negaranya.2 
Hukum administrasi sebagai hukum publik memiliki aspek materil 
maupun formil, aspek materil hukum administrasi Negara terdiri dari norma 
atau kaidah-kaidah yang mengatur tentang jabatan, tugas dan wewenang 
jabatan dan resiko tindakan jabatan dalam arti mengatur bagaimana harusnya 
pejabat menjalankan kekuasaan pemerintahan, ketika tugas dan jabatan 
wewenang yang dimaksud dijalankan bertentangan dengan Norma atau 
                                                            
1Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2008), H.63. 







kaidah hukum yang ditetapkan maka akan timbul konflik hukum atau sering 
di istilahkan dengan sengketa administrasi.3 
Hal yang dapat memicu terjadinya sengketa dapat terlihat dari sistem 
publikasi pendaftaran tanah yang digunakan di Indonesia, yaitu publikasi 
Negatif yang mengandung unsur Positif,4 sebagaimana dinyatakan dalam 
pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang pokok Agraria bahwa pendaftaran 
menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat dan bukan mutlak, (surat tersebut tidak bisa diganggu 
gugat oleh pihak lain). Sehingga tanah yang sudah didaftarkan dan 
dikeluarkan tanda bukti haknya tidak dijamin kebenarannya sebagai milik 
dari orang yang tedaftar namanya dalam tanda bukti atas tanah tersebut. 
Penjelasan peraturan pemerintahan Nomor 10 Tahun 1961 tentang 
pendaftaran tanah dalam penjelasan umum c/7 menentukan bahwa: 
“Pembukaan suatu hak dalam daftar buku tanah atas nama seseorang tidak 
mengakibatkan bahwa orang yang sebenarnya berhak atas tanah itu akan 
kehilangan haknya; orang tersebut masih dapat menggugat haknya dari orang 
yang terdaftar dalam buku tanah sebagai orang yang berhak. Sesuai dengan 
pasal 1 PP Pendaftaran Tanah, ditegaskan bahwa pendaftaran tanah 
merupakan kegiatan pemerintah. Hal ini berarti bahwa proses pendaftaran hak 
atas tanah merupakan kewenangan dari pemerintah dan dilaksanakan oleh 
BPN melalui kantor pertanahan Kabupaten atau Kota yang sesuai dengan 
pasal 5 PP Pendaftaran Tanah. Berdasarkan Perpres No.10 2006 tentang 
Badan Pertanahan Nasional selanjutnya dapat disebut Perpres BPN, pasal 2 
Perpres BPN telah menegaskan tugas BPN membantu Presiden dalam 
mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan baik berdasarkan 
UUPA maupu peraturan UU. Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan 
pasal 1 angka 3 menegaskan bahwa pejabat pemerintahan adalah unsur yang 
melaksanakan fungsi pemerintahan baik dilingkungan pemerintah maupun 
penyelenggara Negara lainnya.5 
                                                            
3Andi Safriani, Hukum Administrasi Negara, Hal.217 
4Farin Widinenda, Sengketa Penguasaan Tanah Hak Guna Bangunan dan Upaya 
Penyelesaiannya, Vol. 14. Farin_Widinenda.ac.id (Diakses 25 Desember 2016 Pukul 15.00 Wita). 
5Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang 





Pasal 115 Undanag-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan 
Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah beberapa kali mengalami 
perubahan dan berakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “Hanya putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan”. 
Sementara ketentuan dalam pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara yang beberapakali 
mengalami perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan”Apabila setelah 60 hari kerja 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima tergugat tidak melaksanakan 
kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf a, maka 
keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai 
kekuatan hukum lagi.6 
Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi 
pertanahan selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, 
pasal 1 angka 1 menegaskan bahwa badan atau pejabat pemerintahan adalah 
unsuryang melaksanakan unsur pemerintahan baik di lingkungan pemerintah 
maupun penyelenggara negara lainnya. Sedangkan Undang-Undang No.5 
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana di ubah 
dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 selanjutnya disebut Undang-Undang 
PTUN kedua, berdasarkan pasal 1 angka 8 Undang-Undang PTUN kedua 
                                                            
6Rani Arfita, Kedudukan Badan Pertanahan Nasional dalam Menghadapi Problematika 
Putusan PTUN Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah, Vol.23.No.1 Juni 2016. 





menegaskan bahwa yang dimaksud dengan badan atau pejabat TUN adalah 
badan yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan-
peraturan perundangan yang berlaku.7 
Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengatur pemanfaatan tanah 
serta menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang 
hak atas sebidang tanah yang dimilikinya sehingga tanah dapat berfungsi 
secara optimal untuk meningkatkan kemakmuran bagi rakyat sesuai dengan 
amanat pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pendaftaran tanah yang 
dilaksanakan berdasarkan UUPA bertujuan untuk menjamin kepastian dan 
perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah agar dengan mudah 
dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah yang 
besangkutan dan untuk terlaksananya tertip administrasi pertanahan.8 
Dilihat dari konsep dasar hukum administrasi Negara sebagai bagian 
dari hukum publik dan sebagai instrumen yuridis, diperlukan seperangkat 
lembaga atau badan yang berfungsi untuk menegakkan hukum administrasi 
dari aspek materil, lembaga atau badan yang dimaksud adalah peradilan 
administrasi yang dalam kepustakaan belanda dikenal dengan Administratief 
Rechspraak. 
Hukum yang diterapkan adalah peradilan administrasi itu dilihat dari 
pangkal sengketa sebagai salah satu tolak ukur secara horisontal dan atribusi 
wewenang peradilan administrasi, yang menjadi pangkal sengketa ialah 
ketetapan tertulis, ketetapan tertulis itu harus mengandung perbuatan 
                                                            
7Fani Martiawan Kumala Putra, Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah karena Cacat 
Administrasif serta Implikasinya terhadap Tanah yang akan di Jaminkan, Vol. XX No. 2 (MEI 
2015), Hal.106.  ajaurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/viewfile/.../pdf_1 






administrasi Negara yang bertidak didalam fungsinya akan tetapi perbuatan 
itu melawan hukum.9 
Bahkan pada zaman Rasulullah saw. sudah terjadi perselisihan antara 
manusia, adapun dalam al-Qur’an yang memberitakan tentang tingkah laku 
manusia yang bila dibiarkan tanpa hukum yang mengatur akan menyebabkan 
perilaku negatif. Adapun AL-Qur’an dalamkaidah penyelesaian perselisihan 
antara manusia salah satunya adalah terdapatdalam AL-Qur’an an-Nisaa’ 
4/35: ÷βÎ)uρóΟ çFø Åzs−$ s)Ï©$ uΚÍκ È]÷t/ (#θèWyè ö/$ sù$ Vϑ s3ymô⎯ÏiΒ⎯Ï&Î#÷δr&$ Vϑ s3ym uρ ô⎯ÏiΒ!$ yγÎ= ÷δr&βÎ) !# y‰ƒÌ ãƒ$ [
s≈n=ô¹Î) È,Ïjùuθãƒª!$# !$ yϑåκ s]øŠt/ 3¨βÎ)©!$# tβ%x.$ ¸ϑŠÎ= tã#ZÎ7yz∩⊂∈∪  
Terjemahnya: 
  Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, 
Maka kirimlahseorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam 
dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud 
mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberitaufik kepada suami-isteriitu. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. [293]  hakam 
ialah juru pendamai. 
 Dalam hukum Islam, kepemilikan tanah oleh sesorang dalam konteks 
individual dalam relasi sosial secara yuridis, diakui. Pemilik tanah 
mempunyai kewenangan untuk menggunakan (Tasarruf), sesuai dengan 
keinginannya, kewenangan manusia atas kepemilikan harta (haq al-milkiyyah 
property right), dalam kaidah hukum islam dilindungi dalam bingkai hifzu al-
mal sebagai salah satu prinsip al;kulliyah al-khams. Tanah, di samping 
sebagai instrument ekonomis, juga mempunyai kandungan sosial 
humanistic.10 
 Oleh karena itu, islam melarang melakukan praktek monopoli aset atau 
harta. Dengan demikian, pemilikan harta oleh seseorang haruslah disertai 
                                                            
9Andi Safriani, Hukum Administrasi Negara, Hal.219 





dengan pertanggung jawaban secara moral. Kepemilikan seseorang atas tanah 
sebagaimana kepemilikan atas harta benda yang lainnya, dalam 
penggunaannya haruslah mempertimbangkan aspek-aspek sosial. Kebebasan 
seseorang atas hak miliknya dibatasi oleh hak-hak orang lain baik secara 
individual maupun kelompok. 
 Salah satu contoh kasus mengenai sengketa sertifikat hak guna 
bangunan yang di angkat di hadapan sidang Pengadilan Tata Usaha Negara 
yaitu sengketa dengan register nomor 36/G.TUN/2012/P.TUN.Mks yang 
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada 
tanggal 23 Mei 2012. Adapun yang menjadi objek dalam gugatan ini adalah 
surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota 
Makassar atau tergugat berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 
20029/Kel. Bara-Baraya Selatan atau 2005, tanggal 8 April 2005, Surat ukur 
Nomor 00155/2004 tanggal 22 Desember 2004 seluas 924 m2, atas nama 
Perserikatan Muhammadiyah/objektum litis. Bahwa dasar penerbitan 
sertifikat hak guna bangunan surat ukur nomor 20029/2004, seluas 924 m2 
atas nama Perserikatan Muhammadiyah adalah surat keputusan Kepala 
Kantor Pertanahan Makassar tanggal tanggal 24 maret 2005. 
 Pada tanggal 12 Mater 2012 para penggugat Masyarakat Kelurahan 
Bara-Baraya Selatan, dan Tokoh Masyarakat diundang oleh pihak 
Perserikatan Muhammadiyah, dalam pertemuan itu oleh pihak Perserikatan 
Muhammadiyah mengatakan bahwa tanah yang dibanguni Masjid Babul 
Jihad dan Tk.Aisyah adalah tanahnya dan memperlihatkan sertifikat Hak 
Guna Bangunan Nomor: 20029/Kel.Bara-Baraya Selatan/2015, seluas 924 m2 
atas nama Perserikatan Muhammadiyah. Kepada para pengguggat baru 





penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar 
pada tanggal 23 Mei 2012. 
Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas para penggugat 
kel.Bara-Baraya Selatan memohon kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara 
Makassar agar mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya dan 
membatalkan atau menyatakan tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara 
berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka muncul masalah 
pokok yang timbul yakni bagaimana “Tinjauan yuridis tentang sengketa 
sertifikat Hak Guna Bangunan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar 
dalam pespektif Hukum Islam (studi kasus nomor: 
36/G.TUN/2012/P.TUN.Mks)” Dari pokok masalah tersebut dapat di 
rumuskan sub masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana penyelesaian sengketa sertifikat hak guna bangunan di 
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar studi kasus nomor: 
36/G.TUN/2012/P.TUN.Mks.? 
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tata Usaha 
Negara Makassar dalam studi kasus nomor: 
36/G.TUN/2012/P.TUN.Mks.? 
3. Bagaimanakah pandangan hukum Islam tentang penyelesaian sengketa.? 
 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Untuk mempermudah memahami arti dan makna yang terkandung 
dalam skripsi ini maka penulis menganggap harus memberi definisi dari judul 
tersebut yang berjudul Tinjauan yuridis tentang sengketa sertifikat Hak Guna 





Hukum Islam (studi kasus nomor: 36/G.TUN/2012/P.TUN.Mks), agar tidak 
terjadi kesimpansiuran dalam memaknainya. 
 
No FokusPenelitian DeskripsiFokus 
1 Sertifikat berdasarkan pengertian pada pasal 1 angka 20 
peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 sertifikat 
adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang 
pokok agraria untuk hak  atas tanah, hak pengelolaan, 
tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah dan hak 
tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan 
dalam buku tanah yang bersangkutan.11 
 2 Hak Guna 
Bangunan 
Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan 
mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang 
bukan miliknya sendiri, dalam jangka waktu paling 
lama 30 tahun dan dapat diperjanjang sampai 20 tahun 
lagi, dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, 
hak guna bangunan dalam UUPA diatur mulai dari 
pasal 35 sampai dengan pasal 39.  
3 Pengadilan Tata 
Usaha Negara 
(PTUN) 
Pengadilan tata usaha Negara adalah lingkungan 
peradilan dibawa mahkama agung yang melaksanakan 
kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan 
terhadap sengketa Tata Usaha Negara.12 
                                                            
11Sri Wijayanti, 2010, Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Bukti Hak 
kepemilikan Tanah, Vol.16. Epints.undip.ac.id(Diakses 19 Desember 2016 Pukul 18.12wita) 
12Nur Yanto, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Jakarta: Mitra Wacana 





4 Hukum Islam Hukum Islam adalah aturan-aturan yang bersumber 
dari ajaran Islam yang biasa di sepedankan dengan 
istilah “syariat” dan “fikih”13. Hukum Islam juga 
merupakan hukum yang berada dalam konteks agama, 
yang salah satu wilayah yang paling menarik dari 
kajian islam. 
 
D. Kajian Pustaka 
Adapun beberapa pendapat para ahli yaitu: 
1. Nur yanto dalam bukunya “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara” 
menyatakan bahwa dalam pasal 1 angka 9 undang-undang nomor 51 
tahun 2009 menyatakan putusan tata usaha Negara merupakan suatu 
penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha 
Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.14 
Maka peraturan hukum mengenai Pasal 1 angka 9 Tahun 2009 
tentang PTUN merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh 
badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum bagi 
seseorang atau badan hukum. Kemudian sudah jelas bahwa disetiap 
permasalah persengketahan harus diadukan kepada pihak yang 
berwenang. 
2. Rosali Abdulla dalam bukunya “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha 
Negara”, F.J Stahl mengemukakan bahwa suatu Negara hukum formal 
harus memenuhi 4 unsur penting, yaitu: adanya perlindungan terhadap Hak 
Asasi Manusia, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan, setiap 
                                                            
13Asni, Pembaharuan Hukum Islam (Cet. I; Jakarta : Kementrian Agama Republik 
Indonesia, 2012), H.38. 





tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, adanya Peradilan Tata Usaha Negara.15 
Secara yuridis Negara Indonesia sudah dapat dikatakan sebagai 
Negara hukum dalam artian formal, karena berbicara mengenai unsur 
pertama, kedua dan ketiga seperti di kemukakan oleh F.J Stalh yaitu 
adanya perlindungan Hak Asasi Manusia, adanya pembagian kekuasaan 
dan pembagian asas legalitas jika dalam ini kita lihat dalam praktek 
kehidupan bernegara dan bermasyarakat dapat dikatakan sudah terlaksana 
walaupun masih banyak kekurangan-kekurangannya. 
3. Wiyono dalam bukunya “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara” 
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan keputusan Tata Usaha Negara 
menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dalam pasal 1 angka 3 
yang menentukan bahwa keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu 
penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha 
Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
bersifat konkrit individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi 
seseorang atau badan hukum perdata.16 
4. Ali ahmad dalam bukunya “Hukum Pertanahan” menyatakan bahwa dalam 
penyelesaian melalui musyawarah diantara pihak yang bersengketa tidak 
tercapai, demikian pula apabila penyelesaian antara sepihak dari kepala 
BPN karena mengadakan serta merta peninjauan kembali atas keputusan 
Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkannya tidak dapat diterima oleh 
pihak-pihak yang bersengketa maka penyelesaian melalui pengadilan.17 
                                                            
15Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Cet. 4; Jakarta : PT 
Raja Grafindo Persada, 1996), Hal.9. 
16Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Hal.5 





 Maka dari itu dalam penyelesaian sengketa pertanahan harus 
melalui pengadilan namun dapat juga melalui musyawarah antara kedua 
bela pihak yang berperkara. Karena kedudukan tanah sangat penting maka 
diperlukan adanya kebijakan nasional di bidang pertanahan termasuk 
dalam upayah penyelesaian dan konflik pertanahan, kebijakan ini 
dimaksudkan agar penanganan masalah pertanahan dapat menciptakan 
suatu kondisi yang kondusif, untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. 
5. Rusmadi Murad “Administrasi Pertanahan” menyatakan bahwa hak milik 
adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai 
orang atas tanah dengan mengingat bahwa semua hak atas tanah 
mempunyai fungsi sosial (Pasal 6 UUPA).18 
Maka dari itu untuk hak yang memberi wewenang kepada seorang 
yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas 
tanah tersebut, dan juga di dalam pelaksanaannya banyak terdapat 
masalah-masalah akibat ketidaktahuan atau ketida mengertian masyarakat 
terhadap  hak-hak atas tanah, masalah tanah pada manusia tidak pernah 
ada habisnya oleh karena itu sangat penting untuk kita mengetahui dan 
mengerti mengenai hak-hak atas tanah agar kejadian-kejadian 
persengketahan tanah tidak terulang lagi. 
E. Tujuan dan Kegunaan 
1. Tujuan penelitian 
  Sesuai dengan latar belakang masalah yang akan dibahas, adapun tujuan 
penelitian yang ingin dicapai adalah: 
a. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian masalah sengketa sertifikat hak 
guna bangunan di Pengadilan Tata Usaha Negara; 
                                                            





b. Untuk mengetahui bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim 
Pengadilan Tata Usaha Negara dalam putusan perkara 
36/G.TUN/2012/P.TUN.Mks; 
c. Untuk mengetahui bagaimanakah pandangan hukum Islam tentang sengketa 
pertanahan; 
2. Kegunaan penelitian: 
a. Secara teoritis dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu 
hukum, khususnya hukum pertanahan sebagai penyelesaian sengketa dalam 
konflik pertanahan; 
b. Dapat menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti yang berminat untuk meneliti 
objek yang sama pada daerah yang berbeda; 
c. Untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan agama bagi penyusun 
khususnya dan membaca pada umumnya mengenai hal yang berkenaan dan 







A. Sertifikat Hak Guna Bangunan 
1. Sertifikat Hak Atas Tanah 
Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di 
dalamnya, sepanjang data data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data 
yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.1 
Sertifikat hak atas tanah adalah tanda bukti sebagaimana dimaksud pasal 
19 Ayat 2 Huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, 
hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggugangan yang masing-masing 
sudah dibekukan dalam buku tanah yang bersangkutan.2 
Sebagaimana pemberian perlindungan hukum kepada pemegang sertifikat 
dinyatakan dalam ketentuan pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997, ayat 1: sertifikat 
merupakan tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat 
mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Dan ayat 2: 
dalam hal sudah diterbitkan sertifikat secara sah maka pihak lain yang merasa 
mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksaan hak tersebut 
apabila dalam jangka waktu 5 Tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak 
mengajukan keberatan.3 
                                                            
1Marihot Pahala Siahaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan , Hal. 100. 
2Marihot Pahala Siahaan, Hak Atas Tanah dan Bangunan (Cet, Ke-1; Jkt: PT RajaGrafindo, 
2013), H.162. 
3Samun Ismaya, Hukum Administrasi Petanahan, Hal. 123. 
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a. Sertifikat Hak atas Tanah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara 
BPN merupakan badan yang kewenangannya yang dilimpahkan secara 
deligasi oleh pemerintah danmerupakan pejabat Tata Usaha Negara yang 
berwenang mengeluarkan setifikat Hak Atas Tanah melalui kantor pertanahan 
Kabupaten atau Kota dalam hal sebagai pejabat Tata Usaha Negara.4 
b. Sertifikat Sebagai Bukti Hak Atas Tanah 
Sertifikat adalah tanda bukti sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (2) 
huruf c UUPA, untuk hak atas Tanah, Hak pengelolaan, Tanah wakaf, Hak milik 
atas suatu rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah 
dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Sertifikat hak atas tanah 
diberikan kepada setiap pemegang hak atas tanah dengan maksud untuk 
memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada 
kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah satuan rumah susun dan hak-hak 
lain yang terdaftar.5 
c. Fungsi Sertifikat Tanah 
Sertifikat berfungsi sebagai sebagai alat pembuktian kepemilikan hak atas 
tanah, maksudnya sebagai alat pembuktian yang kuat adalah bahwa data fisik dan 
data yuridis yang sesuai dengan data yang tertera dibuku tanah dan surat ukur 
yang bersangkutan harus dianggap sebagai data yang benar kecuali dibuktikan 
sebaliknya oleh pegadilan. Selain itu Sertifikat tanah juga berfungsi agar setiap 
                                                            
4Soehino, Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara (Yogyakarta: Liberty, 1998), h.54. 
5Marihot Pahala Siahaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Cet, Ke-1; Jakarta: 
CV Sagung Seto, 2011), Hal. 99. 
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setiap tanah mempunyai kepribadian sendiri, sehingga setiap bidang tanah dapat 
dikenal dan dibedakan dengan bidang tanah lainnya.6 
d. Produk hukum sertifikat yang salah akibat kelalaian 
Sertifikat hak atas tanah adalah suatu produk pejabat Tata Usaha Negara 
(TUN), sehingga atasnya berlaku ketentuan-ketentuan hukum Administrasi 
Negara. Atas perbuatan hukum tersebut seseorang selaku pejabat TUN dapat saja 
melakukan perbuatan yang terlingkup sebagai perbuatan melawan hukum baik 
secara kesalahan maupun akibat kelalaian menjalankan kewajiban hukumnya hal 
inilah yang merupakan inplikasi Negatif. Atas perbuatan yang salah atau lalai 
akhirnya menghasilkan produk hukum sertifikat yang salah baik kesalahan secara 
subjek hukum dalam sertifikat maupun kesalahan atas hukum dalam sertifikat 
tersebut. Adapun bagi subjek yang melakukan hal tersebut dapat dikatakan telah 
melakukan perbuatan melawan hukum, apabila perbuatan dilakukan oleh alat-alat 
perlengkapan Negara/BPN maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai 
penyalahgunaan kewenangan dari pejabat Tata Usaha Negara.7 
2. Hak Guna Bangunan 
a. Pengertian hak guna bangunan 
Ketentuan pasal 53 UUPA merumuskan bahwa Hak Guna Bangunan 
adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah 
yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan atas 
permintaan pemegang haknya dan dengan mengingat keperluan serta keadaan 
                                                            
6Marihot Pahala Siahaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Hal. 100. 
7Petrus R.G. Sinaga, Sertifikat Hak Atas Tanah dan Implikasi Terhadap Kepastian 
Kepemilikan Tanah, Vol.II/No. 7 Agustus 2014. Petrus_R.G.Sinaga.ac.id (Diakses 22 Desember 2016 
Pukul 17.23.  
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bangunan-bangunannya jangka waktu tersebut diperpanjang paling lama 20 
tahun.8 
Hak Guna Bangunan adalah suatu hak yang memberikan wewenang 
kepada pemegangnya untuk dapat mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan 
miliknya sendiri.9 
Hak Guna Bangunan adalah salah satu hak atas tanah lainnya yang diatur 
dalam Undang-Undang pokok Agraria. Menurut ketentuan pasal 35 Undang-
Undang pokok Agraria yang berbunyi sebagai berikut: 
1) Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai 
bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka 
waktu paling lama 30 Tahun. 
2) Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengikat keperluan serta 
keadaan bangunan-bangunannya jangka waktu tersebut dalam ayat 1 dapat 
diperpanjang dengan jangka waktu paling lama 20 Tahun 
3) Hak Guna Bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.10 
b. Terjadinya Hak Guna Bangunan 
Terjadinya Hak Guna Bangunan (HGB) ada dua, sesuai siapa yang 
memberikan Hak Guna Bangunan tersebut, yaitu: 
1) Di atas tanah Negara, terjadi karena penetapan pemerintah. 
                                                            
8Rusmadi Murad, Administrasi Pertanahan (Cet, Ke-1; Bandung: CV Mandar Maju, 2013), 
H.125 
9Marihot Pahala Siahaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Hal. 80. 
10Kartini Muljadi, Hak-Hak Atas Tanah (Cet, Ke-1; Jakatra: Kencana, 2014), H.189. 
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2) Di atas tanah milik orang lain terjadi karena perjanjian yang berbentuk 
autentik yang bermaksud menimbulkan hal tersebut, antara pemilik tanah 
dan orang yang akan memperoleh Hak Guna Bangunan (HGB) dimaksud.11 
c. Hak Atas Tanah Negara dan Tanah Hak Pengelolaan 
Hak atas tanah Negara diberikan dengan keputusan pemberian hak atas 
menteri yang bertanggung jawab di bidang Agraria dan Pertanahan atau pejabat 
yang ditunjuk. Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan diberikan 
dengan keputusan pemberian hak oleh menteri yang bertanggung jawab dibidang 
Agraria dan pertanahan atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan asal-usul 
pemegang hak pengelolaan. Pemberian hak guna bangunan atas tanah negara dan 
atas tanah hak pengelolaan di daftar dalam buku tanah padakantor pertanahan, 
Hak Guna Bangunan atas tanah Negara atau atas hak tanah pengelolaan terjadi 
sejak didaftar oleh kantor pertanahan, sebagai tanda bukti hak kepada pemegang 
Hak Guna Bangunan (HGB) diberikan sertifikat Hak Atas Tanah.12 
d. Pendaftaran Hak Guna Bangunan 
Ketentuan Undang-Undang pokok Agraria dalam rumusan pasal 38 
Undang-Undang pokok Agraria yang berbunyi dalam pasal 38: 
1) Hak Guna Bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga 
setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut 
ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19. 
                                                            
11Marihot Pahala Siahaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Hal. 80. 
12Marihot Pahala Siahaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Hal.81. 
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2) Pendaftaran dimaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat 
mengenai hapusnya Hak Guna Bangunan serta sahnya peralihan hak tersebut 
kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.13 
e. Ciri-Ciri Hak Guna Bangunan 
1) Hak Guna Bangunan jangka waktunya terbatas, artinya pada suatu waktu 
pasti berakhir. Hak Guna Bangunan diberikan untuk jangka waktu paling 
lama 30 Tahun dan atas permintaan pemegang hak dengan mengikat 
keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, Hak Guna Bangunan dapat 
diperpanjang dalam jangka waktu 20 Tahun. 
2) Hak Guna Banguna dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain sepanjang 
jangka waktu berlakunya Hak Guna Bangunan tersebut belu habis. 
3) Hak Guna Bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani dengan 
hak tanggungan sepanjang jangka waktu berlakunya Hak Guna Bangunan 
tersebut belum habis. 
4) Hak Guna Bangunan tergolong hak yang kuat, artinya tidak mudah dihapus 
dan mudah diipertahankan terhadap gangguan pihak lain. Oleh karena itu, 
Hak Guna Bangunan salah satu hak yang wajib didaftarkan. 
5) Hak Guna Bangunan dapat juga dilepaskan oleh yang pemiliknya hingga 
tanahnya menjadi tanah negara.14 
f. Dasar hukum pengaturan Hak Guna Bangunan 
                                                            
13Kartini Muljadi, Hak-Hak Atas Tanah. Hal. 204. 
14Marihot Pahala Siahaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Cet, Ke-1; Jakatra: 
Kencana, 2003), Hal. 142. 
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Menurut ketentuan peraturan pemerintah No.40 Tahun 1996 diatur 
mengenai pemberian Hak Guna Bangunan selanjutnya disebut HGB dan 
mekanismenya sebagai berikut: 
1) Subjek Hak Guna Bangunan 
a) Yang dapat menjadi pemegang Hak Guna Bangunan adalah warga Negara 
indonesia dan atau badan hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia. 
b) Pemegang Hak Guna Bangunan yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai subjek 
tersebut wajib melepaskan atau mengalihkan Hak Guna Bangunan tersebut 
kepada pihak lain yang memenuhi syarat dan apabila dalam jangka waktu 
dimaksud haknya tidak dilepaskan atau dialihkan, hak tersebut hapus karena 
hukum dan tanahnya kembali kepada keadaan semula.15 
2) Objek Hak Guna Bangunan 
Objek dari Hak Guna Bangunan adalah tanah yang diberikan hak untuk 
digunakan mendirikan bangunan diatasnya dengan memberikan batasan waktu 
penggunaan tanah jangka waktunya adalah 30 tahun dan dapat diperpanjang lagi 
menjadi 20 tahun. Menurut pasal 21 peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 
1996, jenis tanah yang dapat diberikan dengan hak guna bangunan adalah tanah 
negara, tanah hak pengelolaan, tanah hak milik.16 
g. Jangka waktu pemberian Hak Guna Bangunan 
Ketentuan pasal 25 hingga pasal 29 peraturan pemerintahan No.1996 
mengatur mengenai jangka waktu pemberian Hak Guna Bangunan, adapun 
                                                            
15Rusmadi Murad, Administrasi Pertanahan,  H.128 
16Maria S.W Soemarjono, Pelaksanaan Tugas Keorganisasian dalam Pembangunan (Jakarta: 
Depertemen dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria, 1980), H. 289 
20 
 
secara lengkapnya pasal 25 dan 29 peraturan pemerintahan No.40 Tahun 1996 
yaitu: 
pasal 25: 
1) Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 diberikan untuk 
jangka waktu paling lama 30 Tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka 
waktu paling lama 20 Tahun. 
2) Sesudah jangka waktu Hak Guna Bangunan dan perpanjangannya 
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berakhir kepada bekas pemegang hak 
dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Bangunan diatas tanah yang sama. 
Pasal 26 
1) Hak Guna Bangunan atas tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 
22, atas permohonan pemegang hak dapat diperpanjang atau diperbaharui 
jika memenuhi syarat: 
a) Tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan 
pemberartian hak tersebut; 
b) Syarat-syarat pemberian hak tersebut depenuhi dengan baik oleh pemegang hak: 
c) Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 19. 
d) Hak Guna Bangunan atas tanah hak pengelolahan diperpanjang atau diperbaharui 
atas permohonan pemegang hak guna bangunan setelah mendapat persetujun dari 
pemegang hak pengelolahan.17 
  
                                                            




1) Permohonan perpanjangan waktu Hak Guna Bangunan atau 
pembaharuannya diajukan selambat-lambatnya 2 Tahun sebelum 
berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangunan tersebut atau 
perpanjangannya. 
2) Perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Bangunan dicatat dalam buku 
tanah dikantor pertanahan. 
3) Ketentuan mengenai tata cata permohonan perpanjangan atau pembaharuan 
Hak Guna Bangunan dan persyaratannya diatur lebih lanjut dengan 
keputusan presiden. 
Pasal 28 
1) Untuk kepentingan penanaman modal, permintaan perpanjangan dan 
pembaharuan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 
dapat dilakukan sekaligus dengan membayar uang pemasukan yang 
ditentukan untuk itu pada saat pertama kali mengajukan permohonan Hak 
Guna Bangunan. 
Pasal 29 
1) Hak Guna Bangunan atas tanah hak milik diberikan untuk jangka waktu 
paling lama 30 Tahun. 
2) Atas kesepakatan antara pemegang Hak Guna Bangunan atas tanah hak milik 
dapat diperbaharui dengan pemberian hak guna bangunan baru dengan akta 
yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah dan hak tersebut wajib 
didaftarkan.18 
                                                            
18Kartini Muljadi, Hak-Hak Atas Tanah. Hal.202. 
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h. Jangka Waktu Pengajuan Perpanjangan atau pembaharuan (HGB) 
Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan atau 
pembaharuannya diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya 
jangka waktu HGB tersebut atau perpanjangannya. Perpanjangan atau 
pembaharuan HGB dicatat dalam buku tanah pada kantor pertanahan. Ketentuan 
mengenai tata cara permohonan perpanjangan atau pembaharuan HGB dan 
persyaratannya diatur lebih lanjut dengan keputusan presiden. 
i. Peralihan Hak Guna Bangunan 
Hak Guna Bangunan dapat beralih melalui pewarisan dan dialihkan 
kepada pihak lain, peralihan Hak Guna Bangunan terjadi karena: jual beli, tukar 
menukar, penyertaan dalam modal, hibah, dan pewarisan. Peralihan Hak Guna 
Bangunan harus didaftarkan pada kantor petanahan.19 
j. Hapusnya Hak Guna Bangunan.20 
1) Hak Guna Bangunan (HGB) hapus karena berakhir jangka waktu 
pemberiannya karena ditetapkan dalam keputusan penetapannya . 
2) Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, oleh pemegang HPL atau 
pemegang Hak Milik, dan atau dilepaskan haknya oleh pemegang HGB 
sebelum jangka waktu HGB tersebut berakhir.21 karena: 
a) Tidak terpenuhnya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan atau dilanggarnya 
ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, pasal 31, dan pasal 
32, peraturan pemerintah Nomor Tahun 1996; atau 
                                                            
19Marihot Pahala Siahaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Hal. 84. 
20Marihot Pahala Siahaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Hal. 83. 
21Rusmadi Murad, Administrasi Pertanahan, H. 132. 
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b) Tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam 
perjanjian pemberian HGB antara pemegang HGB dan pemegang Hak Milik atau 
perjanjian penggunaan tanah hak pengelolaan; atau 
c) Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 
3) Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka 
waktunya berakhir. 
4) Dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961. 
5) Tanahnya ditelantarkan. 
6) Tanahnya musnah, dalam hal tanahnya musnah, HGB hapus sejak 
musnahnya tanah itu. 
7) Apabila dalam jangka waktu satu tahun pemegang HGB tidak lagi 
memenuhi syarat menjadi pemegang Hak Guna Bangunan (yaitu pemegang 
HGB bukan warga Negara Indonesia dan berkedudukan di Indonesia) tidak 
dilepaskan atau mengalihkan HGB dan dikuasainya kepada pihak lain yang 
memenuhi syarat.22 
k. Hak Guna Bangunan atas Tanah Hak Milik 
Hak Guna Bangunan dengan tanah hak milik terjadi dengan pemberian 
oleh hak milik dengan akta yang dibuat oleh PPAT pemberian HGB atas tanah 
hak milik pada asarnya merupakan pembebanan yang dilakukan oleh pemegang 
hak milik atas tanah miliknya. Pemberian HGB atas tanah hak milik dan calon 
pemegan HGB yang dicantumkan dalam akta yang dibuat oleh PPAT. Pemberian 
HGB atas tanah hak milik wajib didaftarkan pada kantor pertanahan, sebagai 
pembebanan atas hak yang didaftarkan HGB atas tanah hak milik perlu 
                                                            
22Marihot Pahala Siahaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Hal. 85. 
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didaftarkan dengan pembuatan buku tanahnya dan pencatatannya pada buku 
tanah dan sertifikat Hak Milik yang bersangkutan. HGB atas tanah hak milik 
mengikat pihak ketiga sejak didaftarkan pada kantor pertanahan walaupun HGB 
atas tanah Hak Milik dimaksud sudah terjadi pada waktu dibuatnya akta PPAT, 
namun baru mengikat pihak ketiga sesudah didaftar dikantor pertanahan 
ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pendaftaran HGB atas tanah Hak 
Milik diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden.23 
B. Pengadilan Tata Usaha Negara 
1. Pengertian 
Pengadilan tata usaha Negara adalah lingkungan peradilan di bawah 
mahkamah agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari 
keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.24 
2. Sejarah Peradilan Administrasi Negara 
Pada zaman Hindia Belanda di Indonesia belm ada satu peradilan yang 
secara khusus berkompoten mengadili sengketa Tata Usaha Negara. Tetapi ada 
dua jenis peraturan perundangan yang didalamnya memberikan isyarat atas 
masalah tersebut yaitu Indische Stratsregeling ISO dan Reglemen op de 
rechterlijke organisatie en het belaid der justite RO. Pasal 134 ayat 1 dan pasal 2 
RO menentukan bahwa: 
a. Perselisihan perdata diputus oleh hakim biasa menurut undang-undang. 
b. Pemeriksaan serta penyelesaian perkara administrasi menjadi wewenang lembaga 
administrasi itu sendiri. 
                                                            
23Marihot Pahala Siahaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Hal.81  
2424Nur Yanto, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, H.27. 
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Dengan adanya ketentuan tersebut jelas bahwa masalah administrasi negara 
memang mendapat perhatian dalam kompotensi lembaga peradilan, hanya saja 
pada waktu itu belum ada lembaga khusus untuk itu. Sedangkan sengketa 
wewenang untuk mengadili antara pengadilan dan administrasi Negara menurut 
pasal 134 ayat 2 IS diputuskan oleh Gubernur Jenderal dengan persetujuan Raad 
van Nethherlands Indie menurut aturan-aturan yang ditetepkan dengan 
ordenansi.25 
Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 pemikiran tentang lembaga 
peradilan administrasi negara terus berkembang dalam kenyataan bahwa UUD 
1945 tidak menyebutkan hal tersebut secara ekpelitis. Selanjutnya UUD 1950 
yang mulai berlaku sejak Agustus 1950 memuat juga ketentuan yang 
menyangkut sengketa Tata Usaha yaitu ketentuan yang dimuat pasal 142 yang 
berbunyu: 
“peraturan-peraturan Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan yang sudah ada 
pada tanggal 17 Agustus 1950 tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai 
peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak di ubah atau dicabut oleh 
Undang-Undang dan ketentuan tata usaha atas kuasa UUD ini.”26 
Pada zaman Orde baru keinginan untuk membentuk Uuang peradilan 
administrasi Negara terus berlangsung sampai tampilnya orde baru lahirnya UU 
Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan kekuasaan kehakiman 
memperkuat dan membuka jalan kearah terbentuknya Undang-Undang. Peradilan 
Tata Usaha Negara tersebut, sebab didalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No. 
14 Tahun 1970 disebutkan bahwa kekuasaan pengadilan dilakukan oleh 
                                                            
25Andi Safriani, Hukum Administrasi Negara (Cet, Ke-1; Alauddin University Press, 2013), 
Hal. 222 
26Andi Safriani, Hukum Administrasi Negara (Cet, Ke-1; Alauddin University Press, 2013), Hal.225 
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kehakiman dalam lingkungan peradilan umum, peradilan Agama, peradilan 
Militer, dan peradilan Tata Usaha Negara.27 
3. Kekuatan Peradilan Tata Usaha Negara 
a. Kekuasaan Absolut (Kompetensi Absolut) 
Kekuatan Absolut dari pengadilan dilingkungan peradilan Tata Usaha 
Negara terdapat dalam pasal 47 yang menentukan bahwa pengadilan bertugas 
dan nerwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha 
Negara. Yang dimaksud Sengketa Tata Usaha Negara tersebut menurut pasal 1 
angka 4 adalah sengketa yang timbul dari bidang Tata Usaha Negara antara 
orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, 
baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata 
Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.28 
Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan 
Sengketa Tata Usaha Negara terdiri dari beberapa unsur sebagi berikut: 
1) Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara. 
2) Sengketa tersebut antara orang dan badan hukum perdata dengan badan 
hukum atau pejabat Tata Usaha Negara. 
3) Sengketa yang dimaksud sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata 
Usaha Negara.29 
                                                            
27Andi Safriani, Hukum Administrasi Negara (Cet, Ke-1; Alauddin University Press, 2013), 
Hal.229 
28Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Cet, Ke-1; Jkt: Sinar Grafika, 2008), 
Hal. 6. 
29Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Hal. 7. 
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Sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus sengketa antara orang atau 
badan Hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara. Dengan 
demikian tidak mungkin sampai terjadi adanya sengketa Tata Usaha Negara 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 antara: 
1) Orang atau badan Hukum Perdata dengan orang atau badan hukum perdata 
atau 
2) Badan atau pejabat Tata Usaha Negara dengan badan atau pejabat Tata 
Usaha Negara. 
Sengketa Tata Usaha Negara selalu sebagai akibat dari dikeluarkannya 
keputusan Tata Usaha Negara, antara sengketa Tata Usaha Negara selalu harus 
ada hubungan sebab akibat. Tanpa dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara 
tidak mungkin sampai terjadi adanya sengketa Tata Usaha Negara. 
Dengan memperhatikan apa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha 
Negara dapat ditarik kesimpulan bahwa sengketa Tata Usaha Negara itu adalah 
sengketa di bidang hukum Publik sehingga antara lain memiliki beberapa 
konsekuensi sebagai berikut: 
1) Putusan Peradilan Tata Usaha Negara sifat atau berlakunya adalah erga 
ommes artinya berlaku bagi siapa saja yang berbeda dengan putusan 
Peradilan umum mengenai perkara perdata yang hanya berlaku untuk para 
pihak yang berperkara saja. 
2) Dimungkinkan adanya putusan ultra petita pada putusan Peradilan Tata 
Usaha Negara sehingga dimungkinkan adanya reformatio in peius.30 
b. Kekuatan Relatif (Kompetensi Relatif) 
                                                            
30Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Hal. 9. 
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1) Pengadilan Tata Usaha Negara 
Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu Kota/Kabupaten 
Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabuaten Kota (pasal 6 ayat 1).  
Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk dengan keputusan Presiden pasal 9. 
Sampai saat sekarang disetiap daerah Kota atau ibu Kota Kabupaten belum 
seluruhnya dibentuk Pengadilan Tata Usaha Negara.31 
2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 
Pengadilan tinggi Tata Usaha Negara dibentuk dengan Undang-
Undang pasal 10. Pada saat sekarang diseluruh daerah propinsi di Indonesia 
sudah dibentuk pengadilan tinggi Tata Usaha Negara. Pasal 54 menentukan: 
(1) gugatan sengketa Tata Usaha diajukan kepada pengadilan yang 
berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat. (2) 
apabila tergugat telah lebih dari satu badan atau pejabat Tata Usaha Negara 
yang berkedudukan tidak satu dalam daerah hukum pengadilan, gugatan 
diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat 
kedudukan salah atau badan atau pejabat Tata Usaha Negara.32 
4. Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara 
a. Upaya Administratif 
Upaya administratif adalah upaya seperti yang disebutkan dalam 
penjelasan pasal 48 ayat 1, yaitu suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh 
seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu 
keputusan Tata Usaha Negara. 
                                                            
31Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara,Hal. 15. 
32Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Hal. 15. 
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Dari ketentuan yang terdapat dari pasal 48 tersebut dapat diketahui beberapa 
petunjuk: 
1) Upaya administratif sebagai penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang 
sudah ada tetap dipertahankan bahkan kini terbuka kemungkinan untuk 
mengajukan lebih lanjut kepengadilan di lingkungan peradilan Tata Usaha 
Negara. 
2) Dengan dipergunakannya kalimat sengketa Tata Usaha Negara tertentu maka 
penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara melalui upaya administratif tidak 
berlaku untuk semua sengketa Tata Usaha Negara tetapi hanya sengketa Tata 
Usaha Negara yang penyelesaiannya tersedia upaya administratif. 
3) Pengadilan dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara baru mempunyai 
wewenang untuk memeriksa, memutus, dan penyelesaian sengketa Tata 
Usaha Negara yang tersedia upaya administratif jika semua upaya 
administratif tersebut telah digunakan dan memdapat keputusan.33 
Untuk mengetahui apakah penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara itu 
tersediah upaya administratif dapat diperhatikan pada peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar hukum dikeluarkannya keputusan Tata Usaha 
Negara yang mengakibatkan sengketa Tata Usaha Negara: 
1) Sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata 
Usaha Negara tentang dikeluarkannya permohonan izin cuti, tidak tersedia 
upaya administratif karena didalam peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 
1976 tentang pegawai negeri sipil memang tidak ada kukuatan tentang upaya 
administratif jika permohonan iziN cuti ditolak. 
                                                            
33Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, H.108 
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2) Sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata 
Usaha Negara tentang hukuman disiplin tersedia upaya administratif karena 
dalam peraturan pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin 
pegawai Negeri sipil dan ketentuan tentang upaya administratif, jika 
hukuman yang disiplin dijatuhkan memberatkan yaitu yang terdapat dalam 
pasal 15 ayat 2 dan pasal 23 ayat 1 peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 
1980. 
Di samping itu perlu juga diperhatikan bahwa penjelasan dari suatu 
peraturan Perundang-Undangan seperti seperti halnya penjelasan pasal 48 ayat 1 
yang menyebutkan adanya bentuk upaya administratif yang berupa keberatan dan 
banding administratif, menurut keputusan presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 
tentang tehnik penyususan peraturan perundang-undangan, rancangan peraturan 
pemerintah dan rancangan peraturan presiden.34 
Sebagai contoh dapat dikemukakan putusan pengadilan Tata Usaha 
Negara Jakarta tanggal 10 Oktober 1996 Nomor 024/G.TUN/1996/PTUN.JKT 
yang dalam pertimbangan hukumnya membenarkan atau sependapat dengan 
tanggapan terhadap penggugat terhadap eksepsi yang diajukan tergugat yaitu 
bahwa menurut penggugat sudah benar gugatan diajukan kepengadilan Tata 
Usaha Negara Jakarta, karena upaya administratif yang tersedia untuk sengketa 




34Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, H.110 
35Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, H15 
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Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara melalui upaya administratif 
relatif lebih sedikit jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa Tata Usaha 
Negara melalui gugatan, karena penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara 
melalui upaya administratif hanya dibatas pada beberapa sengketa Tata Usaha 
Negara saja.36 
Dengan adanya ketentuan tentang penyelesaian sengketa Tata Usaha 
Negara dalam upaya administratif sebagaimna dimksud dalam pasal 43 ayat 1 
dan 2 dapat diketahui bahwa sengketa Tata Usaha Negara yang diselesaikan 
melalui gugatan adalah sebagai berikut: 
1) Sengketa Tata Usaha Negara yang cara penyelesaiannya tidak berdasarkan 
upaya administratif artinya dalam peraturan perundang-undangan yang 
menjadi dasar dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara yang 
mengakibatkan timbulnya sengketa Tata Usaha Negara tidak ada kekuatan 
tentang upaya administratif yang harus dilalui. 
2) Sengketa Tata Usaha Negara yang penyelesaiannya sudah melalui upaya 
administratif yang bersedia keberatan dan atau banding administratif dan 
sudah dapat putusan dari badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang 
mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara tersebut, akan tetapi terhadap 
keputusan tersebut, orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan 
dalam dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara masih belum dapat 
menerimanya.37 
                                                            
36Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, H.116 
37Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, H.117 
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Pasal 53 ayat 1 setelah diubah dengan Undnag-Undang Nomor 9 Tahun 
2004 menentukan orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya 
dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan 
tertulis pada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan agar 
keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak 
sah dengan atau tanpa disetai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi. 
Dari ketentuan yang yang terdapat dalam pasal 53 ayat 1 tersebut dapat 
diketahui bahwa yang dimaksud dalam gugatan dalam penyelesaian sengketa 
Tata Usaha negara adalah permohonan secara tertulis dari seseorang atau badan 
hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata 
Usaha Negara yang ditunjukkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan Tata 
Usaha Negara, yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara tersebut 
dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan gantu rugi dan 
atau rehabilitasi.38 
c. perdamaian 
Gugatan untuk penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara adalah gugatan 
tentang sah atau tidak sahnya keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan 
terjadinya sengketa Tata Usaha Negara. Dalam penyelesaian sengketa Tata 
Usaha Negara dikenal adanya perdamaian, terbukti dalam Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1986.39 
Jika antara para pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara diluar 
pemeriksaan sidang pengadilan sampai terjadi perdamaian, surat edaran 
                                                            
38Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, H117 
39Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, H. 127 
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Mahkama Agung tersebut memberikan RI tersebut memberikan petunjuk lebih 
lanjut: 
1) penggugat mencabut gugatannya secara resmi dalam sidang terbuka untuk 
umum dalam menyebutkan alasan pencabutannya. 
2) Apabila gugatan pencabutan dimaksud mengabulkan maka hakim 
memerintahkan agar panitera mencoret gugatan tersebut dari register perkara. 
3) Perintah pencoretan tersebut diucapkan untuk dalam perdingan dibuka untuk 
umum. 
Yang menarik perhatian dari petunjuk MA tersebut adalah pencabutan 
gugatan oleh penggugat dalam sidang terbuka untuk umum tersebut harus 
mendapat persetujuan dari pengadilan maksudnya agar pengadilan dapat 
mengadakan penelitian apakah dalam pencabutan gugatan oleh penggugat ini 
terdapat unsur paksaan, mengelirukan atau tipuan yang dilakukan oleh tergugat.40 
Pangkal sengketa Tata Usaha Negara adalah akibat dikeluarkannya 
keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berdasarkan angka 1 pasal 3 UU PTUN 
yang dimaksud dengan KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan 
oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata 
Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku 
yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum 
bagi seorang atau badan Hukum Perdata.41 
  
                                                            
40Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, H.128 
41Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, H.65. 
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5. Asas-Asas Hukum PTUN 
Dengan didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka 
ecara garis besarnya kita dapat mengambil beberapa asas hukum yang terdapat 
dalam asas hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara: 
a. Asas praduga rechtmating (vermoeden van rechtmatigheid, prasumptio iustae 
causa) dengan asas ini setiap tindaka pemerintahan selalu dianggap rechtmatig 
sampai ada pembatalan dalam pasal 67 ayat (1) UU OTUN. 
b. Asas gugatan pada dasarnya tidak dapat menunda pelaksanaan keputusan tata 
usaha negara (KTUN) yang dipersengketakan, kecuali ada kepentingan yang 
mendesak dari penggugat, dalam pasal 67 ayat 1dan 4 huruf a. 
c. Asas para pihak harus didengar, para pihak pihak mempunyai kedudukan yang 
sama dan harus diperlakukan dan diperhatikan secara adil. Hakim tidak 
membenarkan hanya memperhatikan alat bukti, keterangan, atau penjelasan salah 
satu pihak saja. 
d. Asas kesatuan beracara dalam perkara sejenis baik dalam pemeriksaan 
dipengadilan judex facti, maupun kasasi dengan mahkama agung sebagai 
puncaknya. Atas dasar satu kesatuan hukum berdasarkan wawasan nusantara, 
maka dualisme dalam hukum acara dalam wilayah indinesia menjadi tidak 
relavan. 
e. Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari segala 
macam bentuk campur tangan kekuasaan yang lain baik secara langsung maupun 
tidak langsung bermaksud untuk mempengaruhi keobyektifan putusan 
pengadilan. (pasal 24 UUD 1995 jo Pasal 4 UU 14/1970). 
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f. Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (pasal 4 UU 
24 UU 14/1970). Sederhana adalah hukum acara yang mudah dipahami dan tidak 
berbelit-belit. Dengan hukum acara yang tidak berbeli-belit dipahami peradilan 
akan berjalan dalam waktu relatif cepat dengan demikian biaya perperkara juga 
menjadi ringan. 
g. Asas hukum aktif, sebelum melakukan pemeriksaan kepada pokok sengketa 
hakim mengadakan rapat permusyawaratan untuk menetapkan apakah gugatan 
dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar yang dilengkapi dengan 
pertimbangan-pertimbangan (pasal 62 UU PTUN) dan pemeriksaan persiapan 
untuk mengetahui apakah gugatan penggugat kurang jelas, sehingga penggugat 
perlu untuk melengkapinya (pasal 63 UU PTUN). 
h. Asas sidang terbuka untuk umum, asas ini membawa konsekuensi bahwa semua 
putusan pengadilan hanaya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila 
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (pasal 17 dan 18 UU 14/1970 jo 
pasal 70 UU PTUN). 
i. Asas peradilan berjenjang, jenjang peradilan yang dimulai dari tingkat yang 
terbawa yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan puncaknya adalah 
Mahkama Agung (MA). Dengan dianutnya asa ini maka kesalahan dalam 
putusan Pengadilan yang lebih rendah dapat dikoreksi oleh pengadilan yang lebih 
tinggi. 
j. Asas pengadilan sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan, asas ini 
menempatkan pengadilan sebagai ultimum remedium. Sengketa Tata Uasaha 
Negara dapat mungkin terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui 
musyawarah untuk mencapai mufakat bukan secara konfrontatif, penyelesaian 
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melalui upaya administratif yang diatir dalam pasal 48 UUPTUN lebih 
menunjukkan penyelesaian kearah itu. 
k. Asas objektifitas tercapainya putusan yang adil, maka hakim atau panitera wajib 
mengundurkan diri apabila terikat hubungan keluarga sedarah sampai derajat 
ketiga atau hubungan suami dan isteri meskipun telah bercerai dengan tergugat 
penggugat atau penasihat hukum atau antara hakim dengan salah seorang hakim 
atau seorang panitera juga terdapat hubungan sebagaimana yang disebutkan 
diatas, atau hakim atau panitera tersebut mempunyai kepentingan langsung atau 
tidak langsung dengan sengketanya (Pasal 78 dan Pasal 79 UU PTUN).42 
6. Sumber Hukum 
Sumber hukum adalah tempat ditemukan dasar hukum sebuah peraturan 
aturan mengenai acara peradilan Tata Usaha Negara dapat kita temukan pada: 
a. Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara 
(lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77; tambahan lembaran Negara Nomor 
3344). 
b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasan kehakiman (lembaran 
negara Tahun 2004 Nomor 8 tambahan lembaran Negara Nomor 4358). 
c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1985 tentang mahkama agung (lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 9 tambahan lembaran Negara Nomor 4359). 
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara. 
                                                            
42Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, H.26. 
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e. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.43 
7. Susunan dan tempat kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara dan 
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 
a. Pimpinan, terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua baik dipengadilan 
Tata Usaha Negara maupun di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Menurut 
pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, untuk dapat diangkat 
menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan Tata Usaha Negara diperlukan 
pengalaman sekurang-kurangnya 10 Tahun sebagai hakim Pengadilan Tata 
Usaha Negara. 
b. Hakim, seorang hakim pada pengadilan Tata Usaha Negara disebut Hakim dan 
seorang hakim pada pengadilan tinggi Tata Usaha Negara disebut Hakim Tinggi. 
Hakim pada lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara seorang pejabat yang 
berfungsi sebagai pelaksana tugas dibidang kekuasaan kehakiman (Yudikatif). 
c. Panitera, pada setiap pengadilan dilingkungan peradilan Tata Usaha negara ada 
lembaga kepaniteraan yang dipimpim oleh seorang panitera, dalam pelaksanaan 
tugasnya seorang panitera dibantu oleh seorang wakil panitera. 
d. Sekretaris, pada pengadilan dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terdapat 
lembaga kesekertariatan dipimpin oleh seorang sekertaris yang dirangkap oleh 
panitera dan dibantu oleh seorang wakil sekretaris (Pasal 40. UPTUN).44 
  
                                                            
43Badriyah Khaleed, Mekanisme Pengadilan Tata Usaha negara (Cet, Ke-1; Yogyakartat: 
Pustaka Yustisia, 2016), H.2. 
44Rozali Abdulla, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Hal.17. 
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C. Hukum Islam 
pemberian tanah ataupun pemberian hak pengelolaan atas tanah melalui 
iqta ini bisa untuk memiliki dzatnya dan manfaatnya atau hanya memiliki 
manfaatnya saja. Oleh karena itu pola pembagian tanah melalui iqta oleh 
kebanyakan ulama fiqih dibagi menjadi duam macam yaitu iqta tamlik dan iqta 
istighlal sebagian ulama seperti al-Zuhayli, dan Sulaiman al-Mardawi membagi 
iqta menjadi tiga yaitu iqta tamfiq, istiqhlal dan irfaq. Iqta tamfiq adalah 
pemberian tanah oleh pemerintah kepada seseoramg untuk dimiliki secara penuh. 
Sedangkan iqta istiqhlal adalah pemberian tanah oleh pemerintah hanya pada 
manfaatnya saja, sedangkan hak kebendaannya tetap hanya milik Negara.45 
Seseorang yang diberi Tanah oleh Pemerintahmelalui iqta tamfik apabila 
tanah yang diberikan itu adalah tanah mati maka hukum kepemilikan tanah itu 
menurut mayoritas ulama tidak penuh, yang dimiliki hanya manfaatnya saja, 
sedangkan zatnya tidak. Sementara itu menurut ulama imam malikiyah 
kepemilikannya sebagai hak penuh sehingga orang itu boleh untuk menjual atau 
menghibahkan atau mewariskan kepada orang lain. Konsekuensi hukum 
pendapat dari jumhur ulama adalah ketika tanah itu tidak digarap oleh 
pemiliknya, maka tanah itu dapat diambil kembali oleh pemerintah, oleh karena 
itu sebelum pemerintah memberikan sebidang tanah maka perlu dinilai 
kemampuan orang tersebut dalam mengelolah tanah. 
Para ulama fiqih berbeda pendapat dalam hal ini jangkawaktu penguasaan 
hak milik atas tanah ada ulama yang berpendapat jangka waktu memiliki itu 33 
                                                            
45Ridwa, Pemilikan Rakyat dan Negara Atas Tanah Menurut Hukum Pertanahan Indonesia 




Tahun, sebagian lagi berpendapat 30 Tahun. Pendapat yang banyak diikuti 
adalah 33 Tahun, dala UUPA diatur mengenai Hak-Hak atas tanah uang 
berjangka waktu tertentu seperti Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan (HGB) 
dengan berakhirnya jangka waktu yang bersangkutan haknya menjadi hapus, jika 
tidak ada kemungkinan untuk dan tidak dimintakan perpanjangan jangka waktu 
dalam UUPA Pasal 29 jangka waktu HGU ataupun Hak Pakai adalah paling lama 
30 Tahun. Sedangkan Hak pakai atas tanah Negara. Sedangkan dalam pasal 33 
dinyatakan bahwa Hak GAUNA Bangunan jangka waktunya paling lama 30 
Tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 Tahun. Ketentuan pembatasan 
jangka waktu oleh pemerintah membuktikan bahwa hukum kepemilikan tanah itu 




4646Ridwa, Pemilikan Rakyat dan Negara Atas Tanah Menurut Hukum Pertanahan Indonesia 




A. Jenis dan lokasi penelitian 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, menurut Creswell (1998), 
penelitian kualitatif adalah sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, 
laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang 
alami. Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian yang berusaha mendiskripsikan 
suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang1 untuk membuat 
perencanaan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat 
populasi atau daerah tertentu.2 
Pandangan lain menyatakan bahwa penelitian kualitatif ini di gunakan 
karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih 
mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini 
menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, dan  
ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak 
penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.3 
Berdasar pada kedua pandangan pada uraian sebelumnya, maka penelitian 
kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta, lalu 
memberikan penjelasan terkait berbagai realita yang ditemukan. Oleh karena itu, 
                                                            
1Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah (Jakarta: 
Kencana, 2011), h. 34. 
2Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Radjawali Pers), h. 73. 
3Aji Damanuri, M.E.I., ,Metodologi Penelitian Mu’amalah, h. 25-26. 
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peneliti langsung mengamati bagaimanakah penyelesaian perkara di Pengadilan 
Tata Usaha Negara. 
2. Lokasi Penelitian 
 Lokasi penelitian dipengadilan tata usaha Negara Makassar, jalan raya 
pendidikan No. 1 Makassar. 
B. Pendekatan penelitian 
 Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis 
normatif, yaitu penelitian hukum digunakan dengan meneliti bahan pustaka atau 
data sekunder atau penelitian hukum kepustakaan.4 
C. Sumber Data 
1. Data Primer: 
  Data primer adalah data yang menjadi rujukan utama dari penelitian, 
Yakni pengumpulan data yang secara langsung pada lokasi penelitian atau objek 
yang diteliti atau data yang diperoleh. Sumber data primer dapat di peroleh dari 
informan. Secara teknis informan adalah orang yang dapat memberikan 
penjelasan yang kaya warna, detail dan komprehensif mengenai Apa, Siapa, 
Dimana, Kapan, Bagaimana, dan Mengapa.5 Dalam penelitian ini yang menjadi 
informasi kunci adalah seorang Hakim dan Panitera. adapun yang menjadi data 
primer adalah hasil wawancara, dokumentasi dan observasi. 
  
                                                            
4Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Radjawali, 1985), 
h. 23. 
5Informan dalam Penelitian kualitatif, http:// www.google.com/seacrh//hl=id&client= ms-
android-msung&tbo=d&site= wabhp7q=informan+adalah&gs_1=mobile-gws-serpdiakses tanggal 15 
Januari 2016 pukul 21:06 WITA 
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2. Data Sekunder: 
  Data sekunder adalah data yang menjadi rujukan kedua dari penelitian, 
adapun data sekunder tersebut ialah studi kepustakaan seperti buku-buku atau 
sumber bacaan lain yang relafan dengan penelitian. 
D. Metode Pengumpulan Data 
1. Wawancara 
Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 
dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara penelitian responden 
dengan menggunakan alat yang dinamakan Interview Guide (Panduan 
wawacara).6 Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah seorang 
Hakim dan Panitera. 
2. Dokumentasi 
Sejumlah besar data dan fakta tersimpan dalam bahan yang berbentuk 
dokumentasi.7 Dokumentasi merupakan sejumlah besar fakta dan data tersimpan 
dalam bahan yang berbentuk dokumen. Sebagian besar data yang tersedia adalah 
berbentuk surat-surat, catatan harian, cendramata, foto dan lain sebagainya. Sifat 
utama ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi ruang kepada 
peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara 
detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam yaitu autobiografi, surat-surat 
pribadi, buku catatan harian, memorial, klipping, dokomen pemerintah atau 
swasta, data diserver dan flashdisk, data tersimpan di website dan lain-lain.8 
                                                            
6Moh Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 193. 
7Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, h.141 
8Suwardi Endarsawara, Penelitian Kebudayaan:Idiologi, Epistimologi dan Aplikasi 
(Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), h. 116. 
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Teknik ini digunakan untuk mengetahui sejumlah data tertulis yang ada 
dilapangan yang relevan dengan pembahasan penelitian. Adapun dokumen yang 
diperoleh dalam penelitian ini adalah Berkas perkara degan Nomor register 
36/G.TUN/2012/P.TUN.Mks, hasil wawancara dengan Hakim dan Panitera, 
sejumlah berkas penting yang menyangkut dengan penelitian yang digunakan, 
surat hasil penelitian. 
3. Observasi 
Tehnik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara 
langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.9 Observasi adalah alat 
pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara 
sistematis gejalah-gejalah yang diselidiki. Hal yang  hendak di observasi haruslah 
diperhatikan secara detail. Dengan metode observasi ini bukan hanya hal yang 
didengar saja yang dapat dijadikan informasi tetapi gerakan-gerakan dan raut 
wajah pun mempengaruhi observasi yang di lakukan. Area yang digunakan dalam 
Observasi ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. 
4. Studi kepustakaan 
Penelitian kepustakaan adalah bentuk penelitian dengan cara 
mengumpulkan atau menelusuri dokumen-dokumen atau keterangan-keterangan 
yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun didalam hal ini penulis akan 
menganalisa perbandingan pelaksanaan yang akan diperoleh dari literatur 
mengenai hukum, undang-undang, internet, serta semua bahan yang terkait 
dengan permasalahan yang akan dibahas nantinya. 
E. Instrumen Penelitian 
                                                            
9Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, h.140 
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Instrument penelitian adalah pengumpulan data yang disesuaikan dengan 
jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk kepada metodologi penelitian, 
oleh karna itu, peneliti sebagai instrument harus “divalidasi” sejauh penelitian 
kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya turun di lapangan untuk 
meneliti.10 Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan sebagai berikut: 
1. Penelitian sebagai instrument pertama 
2. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan 
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan. 
3. Ala tulis seperti, pulpen dan buku. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Tehnik Pengolahan Data: 
a) Seleksi data, yaitu memilih data mana yang sesuai dengan pokok permasalahan 
yang akan dibahas; 
b) Pemeriksaan data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh mengenai 
kelengkapannya dan kejelasan; 
c) Klasifikasi data, yaitu pengolompokan data menurut pokok bahasan agar 
memudahkan dalam mendeskripsikannya; 
d) Penyusunan data, yaitu data disusun menurut aturan yang sistematis sebagai hasil 
penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang diajukan; 
2. Teknik Analisis data: 
Data yang telah dikelola kemudian dianalisis dengan menggunakan cara 
analisis deskriptif kualitatif, maksudnya adalah analisis data yang dilakukan 
                                                            
10Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Pedoman Penelitian Karya Tulis Ilmiah: 
Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian (Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 17 
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dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan suatu objek dalam 
bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permas alahan 
yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik suatu kesimpulan. 
3. Pengujian Keabsahan Data: 
a) Uji Krebiliditas 
Bermacam-macam cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan 
terhadap data hasil penelitian kualitatif, antara lain dilakukan dengan 
perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, 
diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan memberchek.11 
b) Teknik Analisis 
Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis digunakan sudah jelas, yang 
untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah 
dirumuskan.12 
                                                            
11Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabet, 2009), h. 
270. 
12Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &, h. 243 
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BAB  IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian 
1. Sejarah Peradilan Tata Usaha Negara Makassar 
Terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara Makassar dahulu Ujung 
Pandang tidak dapat dilepaskan dari proses pembentukan PERATUN di 
Indonesia, yang berawal dari lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 
tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diundangkan tanggal 29 Desember 
1986, namun peradilannya baru dibentuk dan beroperasi setelah lima tahun 
kemudian. Hal mana disebutkan dalam Bab VII  Pasal 145 beserta penjelasannya 
yang berbunyi sebagai berikut : 
a. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ini merupakan lingkungan peradilan 
yang baru, yang pembentukannya memerlukan perencanaan dan persiapan yang 
matang oleh Pemerintah mengenai prasarana dan sarana baik materiil maupun 
personil. Oleh karena itu pembentukan pengadilan di lingkungan Peradilan Tata 
Usaha Negara tidak dapat dilakukan sekaligus tetapi secara bertahap. Setelah 
Undang-undang ini diundangkan, dipandang perlu Pemerintah mengadakan 
persiapan seperlunya. Dan untuk mengakomodasikan hal tersebut maka 
penerapan Undang-Undang ini dilakukan secara bertahap dalam waktu selambat-
lambatnya lima tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 
b. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar dahulu Ujung Pandang 
dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 52 Tahun 1990 tanggal 30 
Oktober 1990. Pengadilan TUN Makassar (dahulu Ujung Pandang) merupakan 
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salah satu dari 5 (lima) pengadilan tingkat pertama yang pertama kali dirintis 
dalam lingkup Peradilan tata Usaha Negara, yaitu antara lain Pengadilan TUN 
Jakarta, Pengadilan TUN Medan, Pengadilan TUN Palembang dan Pengadilan 
TUN Surabaya. 
c. Pengadilan TUN Makassar dahulu Ujung Pandang secara resmi beroperasi pada 
tanggal 14 Januari 1991 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 7 Tahun 1991 tentang Penerapan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 
tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
d. Perlu pula diketahui bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 
Tahun 1991 tanggal 14 Januari 1991 tentang Penerapan UU Nomor 5 Tahun 
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak hanya merupakan landasan 
opersional Pengadilan TUN Makassar, tetapi juga merupakan landasan 
operasional ke-5 Pegadilan TUN yang dirintis untuk pertama kalinya 
sebagaimana tersebut di atas. Untuk menandai tonggak sejarah tersebut maka 
tanggal 14 Januari dijadikan sebagai HUT Peratun yang diperingati setiap tahun 
oleh jajaran PERATUN di seluruh Indonesia. 
e. Pada awalnya Pengadilan TUN Makassar dahulu Ujung Pandang beroperasi atau 
berkantor pada gedung yang sama dengan Pengadilan Tinggi TUN Makassar 
yang beralamat di  Jl. Andi Pangerang Pettarani No. 45 Makassar. Dan baru pada 
tanggal 26 Desember 1992 diresmikan gedung baru Pengadilan TUN Makassar 
oleh Menteri Kehakiman RI Bapak Ismail Saleh, SH., yang terletak di Jl. Raya 
Pendidikan No.1 Makassar. 
f. Pada awalnya Wilayah Hukum (wilayah kerja) Pengadilan TUN Makassar 
meliputi 10 Provinsi, yaitu: 
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1) Provinsi Bali; 
2) Provinsi Nusa Tenggara Barat; 
3) Provinsi Nusa Tenggara Timur; 
4) Provinsi Timor Timur; 
5) Provinsi Sulawesi Selatan; 
6) Provinsi Sulawesi Tengah; 
7) Provinsi Sulawesi Tenggara; 
8) Provinsi Sulawesi Utara; 
9) Provinsi Maluku; 
10) Provinsi Irian Jaya; 
Namun dari tahun ke tahun Wilayah Hukum (wilayah kerja) Pengadilan 
TUN Makassar menjadi berkurang dan sekarang hanya khusus Provinsi 
Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat, hal ini terjadi karena pada setiap 
provinsi telah dibentuk Pengadilan TUN. 
2. Visi Misi Peradilan Tata Usaha Makassar 
a. Visi : 
Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang Agung; 
b. Misi : 
1) Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Biaya Ringan, Transparan dan 
Modern; 
2) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka 
Peningkatan Pelayanan Pada Masyarakat; 
3) Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien; 
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4) Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif 
dan Efisien; 
5) Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai Dengan 
Ketentuan yang Berlaku;1 
3. Tugas Pokok (Bidang Yustisial) dan fungsi peradilan Tata Usaha Negara 
(PTUN): 
a. Menerima, Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha 
Negara (TUN) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar (PTUN Makassar), 
Dengan Berpedoman Pada Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-
Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 dan 
Ketentuan dan Ketenuan Peraturan Perundang-undangan Lain yang 
Bersangkutan, Serta Petunjuk-Petunjuk Dari Mahkamah Agung Republik 
Indonesia (Buku  Simplemen Buku I, Buku II, SEMA, PERMA, dll); 
b. Meneruskan Sengketa-Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Ke Pengadilan Tata 
Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 
(PT.TUN) yang Berwenang; 
c. Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Hakim Pada Pengadilan Tata Usaha 
Negara Jakarta (PTUN Makassar), Seiring Peningkatan Integritas Moral dan 
Karakter Sesuai Kode Etik dan Tri Prasetya Hakim Indonesia, Guna Tercipta dan 
Dilahirkannya Putusan-Putusan yang Dapat Dipertanggung jawabkan Menurut 






d. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Peradilan Guna 
Meningkatan dan Memantapkan Martabat dan Wibawa Aparatur dan Lembaga 
Peradilan, Sebagai Benteng Terakhir Tegaknya Hukum dan Keadilan, Sesuai 
Tuntutan Undang-Undang Dasar 1945; 
e. Memantapkan Pemahaman dan Pelaksanaan Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Sesuai Keputusan Ketua 
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/012/SK/III/1993, tanggal 
5 Maret 1993 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata 
Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN); 
f. Membina Calon Hakim Dengan Memberikan Bekal Pengetahuan Di Bidang 
Hukum dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Agar Menjadi 
Hakim yang Profesional; 
4. Fungsi peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yaitu: 
a. Melakukan Pembinaan Pejabat Struktural dan Fungsional Serta Pegawai 
Lainnya, Baik Menyangkut Administrasi, Teknis, Yustisial Maupun Administrasi 
Umum; 
b. Melakukan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas dan Tingkah Laku Hakim dan 
Pegawai Lainnya; 
c. Menyelenggarakan Sebagian Kekuasaan Negara Dibidang Kehakiman; 
5. Proses Alur Pemeriksaan Persiapan 
Proses Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Didahului 
oleh pengajuan gugatan sampai dengan putusan dan eksekusi. Proses berpekara 
di Peradilan TUN pada intinya melalui tahap-tahap sebagai berikut : 
a. Pemeriksaan Pendahuluan: 
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1) Pemeriksaan administrasi  di Kepaniteraan; 
2) Dismissal Prosedur oleh Ketua PTUN (Pasal 62 UU No.5/1986); 
3) Pemeriksaan Persiapan (Pasal 63 UU No.5/1986); 
b. Pemeriksaan Persidangan antara lain: 
1) Pembacaan Gugatan (Pasal 74 ayat 1 UU No.5/1986); 
2) Pembacaan Jawaban (Pasal 74 ayat 1 UU No.5/1986); 
3) Replik (Pasal 75 ayat 1 UU No.5/1986); 
4) Duplik (Pasal 75 ayat 2 UUNo.5/1986); 
5) Pembuktian (Pasal 100 UU No.5/1986); 
6) Kesimpulan (Pasal 97 ayat 1 UU No.5/1986); 
7) Putusan (Pasal 108 UU No.5/1986); 
c. Pembacaan Putusan (Pasal 108 UU No.5/1986) yaitu: 
1) Putusan Pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum; 
2) Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu 
putusan pengadilan diucapkan, atas perintah Hakim Ketua sidang salinan 
putusan ini disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan; 
3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akibat 
putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; 
d. Materi Muatan Putusan (Pasal 109 UU No.5/1986) yaitu: 
1) Kepala Putusan yang berbunyi: Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang 
maha Esa; 
2) Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan 
para pihak yang bersengketa; 
3) Ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas; 
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4) Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi 
dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa; 
5) Alasan hukum yang menjadi dasar putusan; 
6) Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara; 
7) Hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta 
keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak; 
e. Amar Putusan(Pasal 97 ayat 7 UU No.5/1986) yaitu: 
1) Gugatan ditolak; 
2) Gugatan dikabulkan; 
3) Gugatan tidak diterima; 
4) Gugatan gugur; 
f. Amar tambahan dalam putusan PERATUN(Pasal 97 ayat 8 & 9 UU No.5/1986) 
Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan tersebut 
dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan/Pejabat TUN yang 
mengeluarkan keputusan TUN. Kewajiban sebagaimana dimaksud di atas berupa: 
1) Pencabutan Keputusan TUN yang bersangkutan; 
2) Pencabutan keputusan TUN yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan 
Tata Usaha Negara yang baru; 
3) Penerbitan Keputusan TUN dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3; 
g. Cara Pengambilan Putusan (Pasal 97 ayat 3, 4, dan 5 UU No.5/1986) yaitu: 
1) Putusan dalam Musyawarah Majelis yang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis 
merupakan hasil Permufakatan Bulat, kecuali jika setelah diusahakan dengan 
sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat Putusan diambil 
dengan suara terbanyak. 
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2) Apabila Musyawarah Majelis Sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak 
dapat menghasilkan putusan, permusyawaratan ditunda sampai musyawarah 
majelis berikutnya. 
3) Apabila dalam Musyawarah Majelis berikutnya tidak dapat diambil suara 
terbanyak, maka suara terakhir Hakim Ketua Majelis yang menentukan. 
h. Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa TUN 
Jangka waktu penyelesaian sengketa TUN adalah maksimal 6 bulan 
(SEMA No. 03 Tahun 1998 Tertanggal 10 September 1998). Apabila 
penyelesaian lebih dari  6 bulan Hakim/Majelis  Hakim melaporkan kepada 
Mahkamah Agung (MA) disertai alasan-alasan. 
i. Minutasi Putusan (Pasal 109 ayat 3 UU No.5/1986): 
Putusan harus ditandatangani oleh Hakim yang memutus dan 
Panitera/Panitera Pengganti yang turut bersidang  selambat-lambatnya 30 hari 
sesudah Putusan diucapkan. 
j. Pelaksanaan Putusan (Pasal 116 UU No.51/2009): 
1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 
dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan 
setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat 
pertama selambat – lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja. 
2) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang 
disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. 
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3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 
90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, 
maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan 
tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut. 
4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan 
dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau 
sanksi administratif. 
5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera 
sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
6) Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada 
Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk 
memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan 
kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan. 
7) Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata 
cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur 






B. Kasus posisi sengketa sertifikat hak guna bangunan di Pengadilan Tata Usaha 
Negara Makassar: 36/G.TUN/2012/P.TUN/Mks. 
1. Pihak-Pihak yang berperkara dalam perkara Tata Usaha Negara Makassar 
Nomor: 36/G.TUN/2012/P.TUN.Mks. 
a. Identitas Penggugat 
Para penggugat 1 sampai 77 Masyarakat Kelurahan Bara-Baraya Selatan, 
Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa 
hukumnya yang bernama SUHARDI SH dan MURSYINUDDIN ADDAS SH 
masing-masing Advokat atau konsultan Hukum, berkantor pada Kantor Advokat 
Suhardi, SH, Dkk di Jalan Pallantikang nomor 32 Sungguminasa, Kelurahan 
Katangka, Kecamatan Somba Opu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 
Mei 2012. 
b. Identitas Tergugat 
Kepala kantor pertanahan kota makassar, berkedudukan di Jalan 
A.P.Pettarani Makassar. Yang diwakili oleh kuasa Hukumnya Misniati Sinaga 
S.H Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, 
Hamzah S.H Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kota 
Makassar, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 12 Juni 2012 Nomor 
431/SK.600.14-73.71/VI/2012. Dan PERSERIKATAN MUHAMMADIYAH 
berkedudukan di Jalan Lompo Battang Bomor 201 Makassar, di wakili oleh 
kuasa Hukumnya GAZALI ABD.RACHMAN, S.H., AGUSSALIM, S.H., 
MUHAMMAD BASRA BASRI, S.H., HERMAN, S.H., semuanya Warga 
Negara Indonesia, pekerjaan pengurus Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia 
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(HAM) Pimpinan Muhammdiyah Kota Makassar Beralamat di Jalan Gunung 
Lompobattang nomor 201 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa 355/1.0/1/2015. 
2. Duduk Perkara dalam Perkara Tata Usaha Negara Makassar Nomor 
36/G.TUN/2012/P.TUN.Mks. 
a. Dasar Gugatan Penggugat 
Dasar gugatan penggugat dalam gugatan ini adalah: 
1) Penggugat Masyarakat Kelurahan Bara-baraya Selatan menguasai tanah 
Eigendom Vetponding Nomor 1166 seluas 60.000 M2 dengan batas-batas 
yang telah diuraikan dalam surat ukur Nomor: 00155/2004 tanggal 22 
Desember 2004 seluas 924 M2 atas nama Perserikatan Muhammadiyah  
adalah surat keputusan kantor pertanahan kota Makassar tanggal 24 Maret 
2005. Dan tidak penyerahan atau pengalihan atas tanah seluas 924 M2 Objek 
Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Perserikatan Muhammadiyah 
bertentangan dengan pasal 25 huruf (a) 1 dan 2 Peraturan Pemerintah RI 
Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah yang melanggar Pasal 53 
Ayat 2 Huruf (a) (b) dan (c) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 
tentang perubahan atasUndang-Undang Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
2) Bahwa pihak Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tidak 
pernah melakukan pengukuran atas tanah seluas 924 M2 yang diatasnya 
berdiri bangunan Mesjid Babul Jihad dan SD Filial atau TK Aisyah. Dan 
Tergugat Kepala Kantor Peranahan Kota Makassar tidak pernah 
mengumumkan baik secara lisan maupun tertulis yang ditempel di Mesjid 
Babul Jihad sebab Para penggugat Masyarakat Bara-baraya Selatan Selalu 
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ada yang berada didalam Mesjid dan tidak pernah melihat atau mendengar 
pengumuman yang ditempel oleh pihak tergugat. 
3) Berdasarkan alasan Hukum tersebut maka para Penggugat memohon kepada 
Majelis Hakim Tata Usaha Negara Makassar memeriksa dan mengadili 
perkara ini dan mengabulkan gugatan para penggugat bahwa tindakan 
tergugat yang mengeluarkan surat atau menerbitkan Surat Keputusan berupa 
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20029/Kelurahan Bara-Baraya 
Selatan dengan Tanah seluas 924 M2 atas nama Perserikatan 
Muhammadiyah melanggar pasal 26 Ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah RI 
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftara Tanah. Membatalkan atau 
menyatakan tidak sah dan mewajibkan tergugat mencabut Surat Keputusan 
Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 
20029/Kelurahan Bara-Baraya Selatan, mewajibkan tergugat. 
b. Jawaban Tergugat 
Bahwa tergugat menyatakan menolak seluruh positum gugatan dan petitum 
penggugat dalam Surat Gugatannya. 
1) Bahwa Gugatan Penggugat telah Kadaluarsa (Verjaring), bahwa gugatan para 
penggugat telah melampaui waktu 90 hari sebagaimana disyaratkan dalam 
pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989, bahwa Penggugat salah 
dalam mengajukan gugatan atau tidak tepat. Berdasarkan alasan Hukum 
tersebut diatas bahwa tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk 
memutus perkara ini dengan menyatakan gugatan penggugat dinyatakan 
ditolak atau setidak-tidaknya gugatan tidak dapat diterima. 
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3. Pembuktian dalam perkara Nomor 36/G.TUN/2012/P.TUN.Mks di 
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar (PTUN). 
a. Bukti yang diajukan Penggugat 
Surat berupa foto kopi yang diberi materai secukupnya dan diberi tanda 
P-1 foto kopi tanda aslinya penetapan tugas pokok masing-masing pengurus 
mesjid babhul jihad Bara-Baraya Selatan, sampai dengan p-54. Selain 
mengajukan alat bukti surat pihak para penggugat mengajukan 11 orang saksi di 
Persidangan. 
b. Bukti yang diajukan Tergugat 
Untuk menguatkan bantahannya tergugat mengajukan bukti surat berupa 
foto kopi yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9. T.II.Int-I foto kopi sesuai 
buktinya buku tanah hak guna bangunan nomor 200029/Kelurahan Bara-Baraya 
Selatan, surat ukur Nomor: 00155/2005 luas 924 M2 atas nama Perserikatan 
Muhammadiyah, sampai bukti T.II.Int-37. 
c. Pemeriksaan setempat 
Menimbang bahwa telah diadakan pemeriksaan setempat pada hari selasa 
tanggal 14 Agustus 2012, oleh Majelis Hakim bersama oleh para pihak dilokasi 
yang dimaksud dalam objek sengketa di Jalan Abubakar Lambogo, Kelurahan 
Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. 
4. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Nomor: 
36/G.TUN/2012/P.TUN.Mks di Pengadilan Tata Usaha Makassar (PTUN).  
 ATAS Eksepsi, Replik Tergugat atau Penggugat, Majelis Hakim 
mempertimbangkan sebagai berikut: 
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a. Dalam Eksepsi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi 
Tergugat dan tergugat II Intervensi ke-2 yaitu Eksepsi tentang para Penggugat 
salah dalam mengajukan gugatan (Kompotensi Absolut), karena Eksepsi ini akan 
menentukan apakah Peradilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang 
memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa ini. 
b. Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terurai dalam gugatan para penggugat 
tersebut, menurut hamar majelis hakim telah sesuai dengan maksud pasal 1 
angka 9, 12 dan 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo.  
c. Menimbang berdasarkan pada pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim 
berpendapat bahwa sengketa In Litis adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha 
Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, karena 
Eksepsi tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam hal ini tidak beralasan Hukum 
dan patut untuk ditolak. 
d. Menimbang bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi 
Tergugat dan Tergugat dan tergugat II Intervensi ke-1 yaitu tentang Gugatan Para 
Penggugat telah kadaluwarsa. 
e. Menimbang bahwa sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai 
berikut: 
1) Reg.Nomor: 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993. 
2) Reg.Nomor: 41 K/TUN/2004, tanggal 19 November 1994. 
3) Reg.Nomor: 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002. 
 Terkandung kaidah Hukum, bahwa tenggang waktu gugatan pada 
pihak ke-3 yang tidak ditunjuk langsung pada sebuah keputusan Tata Usaha 
Negara yang merugikan kepentingannya adalah 90 hari terhitung secara kasuistis 
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sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya 
tersebut. 
f. Menimbang bahwa Majelis Hakim mencermati jawab jinawab para pengggugat, 
tergugat dan tergugat II Intevensi majelis Hakim berpendapat bahwa para 
penggugat adalah pihak yang tidak ditunjuk langsung dalam oleh surat keputusan 
tersebut. Menimbang bahwa atas jawab jinawab para penggugat dan tergugat 
serta tergugat II Intevensi tersebut, majelis Hakim akan menguji apakah para 
penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya sertifikat tersebut. 
g. Menimbang setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-7 yaitu surat keputusan 
ketua pengurus Mesjid babul Jihad, kemudian menimbang bahwa Majelis Hakim 
akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ke-5 yaitu 
Eksepsi gugatan para Penggugat kabur. 
h. Menimbang bahwa lebih dari itu dalam sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara 
Hakim pada peradilan Tata Usaha Negara bersifat Dominus Litis artinya Hakim 
tidak terkait sepenuhnya dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat akan tetapi hakim 
dapat menilai apa yang menjadi permasalahan pokoknya. Berdasarkan Eksepsi 
Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang ditolak maka Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan mengenai pokok Perkaranya. 
Dalam pokok perkara 
Menimbang bahwa dalam pokok perkara pertama Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II 
Intervensi kaitannya dengan kedudukan penggugat selain 1,2,3,4,5 dan 6 secara 
Hukum Harus dinyatakan tidak dapat diterima. 
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 Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta Hukum tersebut diatas Majelis 
Hakim berpendapat bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa 
adalah tanah negara yang dikuasai oleh pemerintah Kotamadya Ujung Pandang, 
sekarang Kota Makassar. 
Menimbang bahwa demikian keseluruhan Alat bukti surat dan keterangan 
saksi yang diajukan oleh pihak-pihak telah dipertimbangkan, akan tetapi hanya 
bukti yang relavan saja yang dijadikan dasar pertimbangan oleh majelis Hakim 
dalam mengambil putusan. 
C. Analisis Kasus 
1. Penyelesaian sengketa sertifikat hak guna bangunan di Pengadilan Tata 
Usaha Negara Makassar 
Terkait dengan masalah penyelesaian harus dilihat dari semua prosedur 
perkara, maka  ada tiga yang harus dilihat yaitu dari segi prosedur, subtansi, 
dan kepentingan. dari segi kepentingan harus dilihat apakah memiliki 
kepentingan atau tidak bagi yang menggugat dengan Hak Guna Bangunan 
yang dicabut. Prosedur apakah pencabutan hak guna bangunannya sah atau 
tidak. Dari segi subtansi mengenai subtansi materil semua kita uji dari aspek 
undang-undang Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor: 24 Tahun 1997 
tentang pendaftaran tanah, dan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 












































































































Perserikatan Muhammadiyah melanggar pasal 26 ayat 1 dan 2 Peraturan 
Pemerintah (PP) RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.4 
  Dalam ketentuan pasal 23 huruf (a) 1 dan 2 Jo Pasal 60 ayat (2) huruf i 
Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor: 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah: 
Pasal 23: tentang keperluan pendaftaran, yang pertama penetapan pemberian hak 
dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut 
ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara 
atau tanah hak pengelolaan. Yang kedua Asli akta PPAT yang memuat 
pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang 
bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak 
milik. Pasal 60 ayat 2 huruf i dimana alat bukti tertulis yang digunakan untuk 
pendaftaran hak-hak lama sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 
Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan lengkap apabila dapat 
ditunjukkan kepada panitera Ajudikasi dokumen-dokumen.5 
b. Pertimbangan Hukum Menurut ketentuan Hukum Tata Usaha Negara. 
  Dalam perkara ini Majelis Hakim mempedomani ketentuan pasal 107 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara. 
Dalam hal ini hakim menentukan apa yan harus dibuktikan dan untuk sahnya 
pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan 
keyakinan Hakim. Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan 
kebenaran material.6 
                                                            
4Joko Setiono. SH.MK., Majelis Hakim. 
5Joko Setiono. SH.MK., Majelis Hakim. 
6Jok Setiono. SH.MK, Majelis Hakim. 
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Pendapat penulis terhadap perkara Nomor: 36/G.TUN/2012/P.TUN.MKS. 
  Dalam perkara Peradilan Tata Usaha Negara pihak yang berperkara 
selanjutnya disebut PTUN, terdiri dari pihak penggugat dan pihak tergugat. Para 
pihak yang bersengketa tersebut masing-masing dapat didampingi atau diwakili 
oleh seseorang atau beberapa seorang kuasa. Pemberian kuasa ini dapat 
dilakukan dengan surat kuasa khusus atau dapat dilakukan secara lisan 
dipersidangan. 
  Berdasarkan ketentuan pasal 53 UU Nomor 5 Tahu 1986 dapat 
disimpulkan bahwapenggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah 
individu atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan kepentingannya 
karena keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara. 
3. Analisis Penulis 
Majelis hakim berpendapat bahwa Mesjid Babul jihad dibangun di 
kekolah dan diurus oleh pengurus Mesjid yang secara terang menderang bukan 
dari organisasi Perserikatan Muhammadiyah sejak Tahun 1984 secara terus 
menerus. Sedangkan sekolah Tk Aisyah walau dibangun oleh masyarakat akan 
tetapi telah digunakan sebagai TK Aisyah sejak Tahun 1966 sehingga menurut 
Majelis Hakim untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan ibadah di Masjid 
Babul Jihad dan pendidikan sekolah TK tersebut dikaitkan dengan ketentuan 
pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintahan RI No. 24 Tahun 1997 jo Pasal 61 
Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala badan Nasionak Nomor 3 Tahun 1997 
tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
tentang pendaftaran tanah terhadap tanah yang dimaksud bangunan Masjid Babul 
Jihad harusnya dikuasi dan menjadi penguasa pengurus Masjid Babul Jihad in 
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casu para Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, sedangkan tanah yang dimaksud obyektum 
litis sebagai bangunan TK Aisyah tetap menjadi hak Perserikatan 
Muhammadiyah. 
Putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang 
diberi kewenangan untuk memutus suatu perkara berdasarkan firman Allah swt. 
dalam QS al- Mā’idah/5:49. 
βr& uρΝä3ôm$#Ν æηuΖ÷t/ !$ yϑÎ/ tΑ t“Ρr& ª!$#Ÿω uρ ôìÎ7 ®K s? öΝèδ u™ !# uθ÷δ r&öΝ èδ ö‘ x‹÷n$# uρβ r&š‚θãΖÏF ø tƒ.⎯ tãÇÙ÷
èt/ !$ tΒtΑ t“Ρr& ª!$# y7ø‹s9Î) (βÎ* sù(# öθ©9uθ s? öΝ n=÷æ $ sù$uΚ¯Ρ r&ß‰ƒ Ìãƒª!$#βr&Νåκz:ÅÁãƒ ÇÙ÷èt7Î/ öΝ ÍκÍ5θ çΡèŒ 3¨βÎ) uρ# ZÏ
Wx. z⎯ ÏiΒÄ¨$¨Ζ9$# tβθà) Å¡≈ x s9∩⊆®∪  
Terjemahnya: 
Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa 
yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan 
berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu 
dari sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka 
berpaling (dari hukum yang Telah diturunkan Allah), Maka Ketahuilah bahwa 
Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka 
disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan 
manusia adalah orang-orang yang fasik. 
Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan menimbang bahwa 
objek sengketa a quo dinyatakan batal luas tanah yang diatasnya terdiri Masjid 
Babul Jihad maka para penggugat mewajibkan secara hukum untuk mencabut 
obyek sengketa sebatas luas tanah yang diatasnya Masjid Babul Jihad. Bahwa 
oleh tergugat dan tergugat II Intervensi berada dipihak yang kalah maka 
kepadanya secara hukum harus membebani untuk membayar biyaya Perkara. 
Dalam pokok perkara: 
1) Menyatakan gugatan para penggugat 7-77 tidak dapat diterima. 
2) Mengabulkan gugatan para penggugat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sebagian 
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3) Menyatakan batal surat keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak 
Guna Bangunan Nomor: 20029/kel.Bara-baraya Selatan/2015. Surat Ukur 
Nomor: 00155/2004, tanggal 22Desember 2004, seluas 924 m2 atas nama 
perserikatan Muhammadiyah sebatas luas tanah yang diatasnya terdiri 
Mesjid Babul Jihad dan kuasnya 924 m2.  
4) Mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Tata Usaha Negara 
yang disengketakan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan. 
5) Menghukum tergugat dan tergugat II Intervensi untuk membayar biyaya 
perkara sebesar Rp, 2.618.000, (dua juta enam ratus delapan belas ribu 
rupiah).7 
D. Pandangan Hukum Islam 
Hukum Islam sebagai sumber hukum dapat dikatakan bahwa hukum 
Islam dalam bidang keperdataan dapat berlaku atas kesadaran atau pilihan sendiri 
tanpa pemaksaan melalui hukum formal. Sedangkan yang menyangkut hukum 
publik seperti hukum pidana, hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara 
yang berlaku adalah hukum Nasional yang sumbernya dapat bermacam-macam 
dan hukum Islam merupakan salah satu di antaranya. Bahwa hukum Islam 
menjadi sumber hukum Nasional bersama hukum barat dan hukum adat, bukan 
berarti ia harus menjadi hukum formal.8 
Dalam bahasa arab peradilan biasa disebut al-qadha’ yang secara 
etimologis mengandung beberapa arti, (1) al-fragh, (2) al-ada’, (3) al-hukm, (4) 
imdha, dan (5) al-hatm wa al-ilzm. Sedangkan menurut istilah peradilan terdapat 
                                                            
7Putusan Nomor: 36/G.TUN/2012/P.TUN.MKS 
8Moh. Mahpud, Perdebatan Hukum Tata Negara, (Cet. Ke-2; Jakarta : PT Raja Grafindo 
Persada, 2010), Hal. 244. 
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pengertian antara lain, peradilan (al-qadha’) adalah suatu keputusan produk 
pemerintahan, atau menyampaikan hukum syara’ dengan jalan penetapan. 
Dengan demikian apabila dikatakan qadha’ al-qadhi’, maka berarti al-zamaal-
haqqa ahlahu. Pengertian ini adalah bermaksud melaksanakan dan menunaikan 
perintah agama, dan bukan menciptakan hukum.9 
Tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan manusia akan selalu terjadi 
perbedaan pendapat yang bahkan menyebabkan perselisihan diantara masing-
masing orang yang bersengketa. Begitu pula terkait masalah perselisihan yang 
diakibatkan oleh perebutan hak milik tanah yang sampai membuat orang 
terkadang lalai dan melakukan hal yang buruk seperti ingkar janji, berdusta, 
bahkan sampai berkhianat seperti dalam firman Allah swt. Dalam Al-Qur’an 
Surah Al-Huujurat Ayat 9 dan Terjemahnya: 
βÎ) uρÈβ$ tGx Í←!$ sÛz⎯ ÏΒt⎦⎫ÏΖÏΒ÷σ ßϑø9$# (#θè=tGtGø% $# (#θßsÎ=ô¹r' sù$yϑåκs] ÷t/ (.βÎ* sùôMtót/$ yϑßγ1y‰÷nÎ)’n?tã3“ t
÷zW{$# (#θè=ÏG≈ s) sù©ÉL ©9$#© Èöö7 s? 4©®L ymu™ þ’Å∀s? #’n<Î) ÌøΒr& «!$# 4βÎ* sùôNu™ !$ sù(#θßsÎ=ô¹r' sù$yϑåκs] ÷t/ ÉΑ ô‰yè ø9$ Î
/ (#þθ äÜÅ¡ø% r& uρ (¨βÎ)©!$# =Ïtä† š⎥⎫ÏÜÅ¡ø) ßϑø9$#∩®∪  
Terjemahnya: 
dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah 
kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian 
terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi 
sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah 
antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; 
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.10 
Seperti kisah Nabi Sulaiman, Suatu peristiwa yang menunjukkan kecerdasan 
dan ketajaman otaknya yaitu terjadi pada salah satu sidang peradilan yang turut 
                                                            
9Andi Intan Cahyani, Peradilan dan Hukum Keperdataan Islam (Cet, Ke-1; Alauddin 
University Press, 2014), Hal. 4. 
10Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta: CV. Al-Qolam Publishing, 
2014. H. 1030. 
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dihadirinya. dalam persidangan itu dua orang datang mengadu meminta Nabi Daud 
mengadili perkara sengketa mereka, yaitu bahwa kebun tanaman salah seorang dari 
kedua lelaki itu telah dimasuki oleh kambing-kambing ternak kawannya di waktu 
malam yang mengakibatkan rusak binasanya perkarangannya yang sudah dirawatnya 
begitu lama sehingga mendekati masa menuainya. Kawan yang diadukan itu 
mengakui kebenaran pengaduan kawannya dan bahawa memang hewan 
ternakannyalah yang merusak-binasakan kebun dan perkarangan kawannya itu. 
Dalam perkara sengketa tersebut, Daud memutuskan bahawa sebagai ganti rugi yang 
diderita oleh pemilik kebun akibat pengrusakan kambing-kambing peliharaan 
tetangganya, maka pemilik kambing-kambing itu harus menyerahkan binatang 
peliharaannya kepada pemilik kebun sebagai ganti rugi yang disebabkan oleh 
kecuaiannya menjaga binatang ternakannya. Akan tetapi Sulaiman yang mendengar 
keputusan itu yang dijatuhkan oleh ayahnya itu yang dirasa kurang tepat berkata 
kepada si ayah: “Wahai ayahku, menurut pertimbanganku keputusan itu sepatut 
berbunyi sedemikian : Kepada pemilik perkarangan yang telah binasa tanamannya 
diserahkanlah haiwan ternak jirannya untuk dipelihara, diambil hasilnya dan 
dimanfaatkan bagi keperluannya, sedang perkarangannya yang telah binasa itu 
diserahkan kepada tetangganya pemilik peternakan untuk dipugar dan dirawatnya 
sampai kembali kepada keadaan asalnya, kemudian masing-masing menerima 
kembali miliknya, sehingga dengan cara demikian masing-masing pihak tidak ada 
yang mendapat keuntungan atau kerugian lebih daripada yang sepatutnya.” 
Kuputusan yang diusulkan oleh Sulaiman itu diterima baik oleh kedua orang yang 
menggugat dan digugat dan disambut oleh para orang yang menghadiri sidang 
dengan rasa kagum terhadap kecerdasan dan kepandaian Sulaiman yang walaupun 
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masih muda usianya telah menunjukkan kematangan berfikir dan keberanian 
melahirkan pendapat walaupun tidak sesuai dengan pendapat ayahnya. Peristiwa ini 
merupakan permulaan dari sejarah hidup Nabi Sulaiman yang penuh dengan mukjizat 
kenabian dan kurnia Allah yang dilimpahkan kepadanya dan kepada ayahnya Nabi 
Daud.11 
Konflik dan sengketa yang terjadi di kalangan umat manusia adalah suatu 
realitas, manusia sebagai khalifah-Nya di bumi dituntut untuk menyelesaikan 
sengketa, karena manusia dibekali akal dan wahyu dalam menata kehidupannya. 
Manusia harus mencari dan menemukan pola penyelesaian sengketa sehingga 
penegakan keadilan dapat terwujud. Pola penyelesaian sengketa dapat dirumuskan 
manusia dengan merujuk pada sejumlah ayat al-Quran, hadis Nabi, praktek adat dan 
berbagai kearifan lokal. Kolaborasi dari sumber ini akan memudahkan manusia 
mewujudkan kedamaian dan keadilan. 
Eksistensi peradilan Tata Usaha Negara dipertegas lagi dengan 
dikeluarkannya Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, 
memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Dalam hal suatu pejabat 
atau badan Tata Usaha Negara, diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan 
perundang-Undangan untuk menyelesaikan secara Administratif sengketa Tata Usaha 
Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan 
melalui upaya administratif yang tersedia. Pengadilan baru mempunyai wewenang 





dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah 
digunakan.12 
Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus serta menyelesaikan 
sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan ini 
dikeluarkan dalam keadaan: 
1. Waktu perang, keadaan bencana Alam, keadaan bahaya, keadaan luar biasa 
yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
2. Mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang dimaksud dalam kepentingan umum disini 
adalah kepentingan bangsa dan negara dan / atau kepentinga masyarakat 
bersama dan / atau pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.13 
Islam memandang Negara sebagai institusi yang mengelolah masyarakat 
suatu Negara. Atas dasar inilah, islam memberikan hak sekaligus kewajiban 
kepada institusi tersebut untuk mengatur relasi antar individu, individu dengan 
masyarakat, serta hubungan individu dan masyarakat dan Negara. Dalam hal 
pengaturan fungsi-fungsi sosial tanah, pemerintah (Imam) mempunyai otoritas 
untuk membuat regulasi terkait dengan tanah untuk mengatur dan menata 
penggunaan tanah dan menciptakan kemaslahatan umum. Nabi Muhammad, 
dalam kapasitasnya sebagai seorang imam kepala Negara, mempunyai otoritas 
untuk membuat aturan hukum dalam konteks bernegara. 
                                                            
12Andi Intan Cahyani, Peradilan dan Hukum Keperdataan Islam, Hal. 90. 
13Andi Intan Cahyani, Peradilan dan Hukum Keperdataan Islam, Hal. 91. 
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Masalah yang timbul berkaitan dengan regulasi pertanahan, baik dalam 
hukum Islam maupun undang-undang adalah lahirnya nuansa otoritarianisme 
penguasa untuk mencabut hak kepemilikan tanah rakyat atas nama pembangunan 
untuk kepentingan umum problem epistemonologis yang krisual dari materi 
hukum pertanahan adalah apa makna dan kriteria kepentingan umum sebagai 
dasar pembenaran intervensi pemerintah dalam pembatasan hak milik tanah 
warga Negaranya.14 
                                                            





Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penyelesaian sengketa sertifikat Hak Guna Bangunan terdapat tiga cara 
yaitu, prosedur subtansi dan kepentingan. Adapun penyelesaian sengketa 
diluar Pengadilan dikenal dengan upaya perdamaian terbukti dalam 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. 
2. Pertimbangan hukum hakim terhadap sengketa Peradilan Tata Usaha 
Negara Makassar yang memiliki dua bagian, yang pertama pertimbangan 
terhadap hukum agrariyah berdasarkan pasal 23 Huruf (a) 1 dan 2 
peraturan pemerintahan (PP) RI Nomor 24Tahun 1997 tentang pendaftaran 
Tanah dan pertimbangan terhadap hukum Peradilan Tata Usaha Negara 
berdasar pada pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. 
3. Pandangan Hukum Islam tentang sengketa yaitu Umat manusia sebagai 
khalifah di muka bumi dituntut untuk menyelesaikan sengketa, karena 
manusia dibekali akal, pikiran dan wahyu dalam menata kehidupannya. 
Manusia harus mencari dan menemukan pola penyelesaian sengketa 
sehingga penegakan keadilan dapat terwujud, untuk mempertahankan hak-
nya. Oleh karena itu dalam hukum islam setuju tentang penyelesaian 
sengketa di pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berdasarkan firman 






B. Implikasi Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti menyarankan bahwa: 
1. Penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar 
lebih di tingkatkan lagi agar masalah mengenai Persengketahan tentang 
Sertifikat Hak Guna Bangunan dapat terselesaikan sebagaimana mestinya 
sesuai dengan Undabg-Undang yang berlaku dalam Hukum Agraria dan 
Hukum Peradilan Tata Usaha Negara. 
2. Di harapkan kepada Hakim Yang menangani perkara agar tetap 
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
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4 HERMAN, S.H., ------------------------------------------------------------------- 
Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pengurus Majelis 
Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kota Makassar, beralamat di Jalan Gunung 
Lompobattang Nomor 201 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 
Nomor : 355/1.0/1/2012, tanggal 05 Juli 2012 ; ----------------
yang selanjutnya disebut sebagai......................................................
.................................TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING ;
M E L A W A N
1 DRS. MUH. SALEH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta/Dewan 
Pengurus Masjid Babul Jihad, bertempat tinggal di Jalan Abubakar Lambogo 3 Lr. 6/1, 
Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar Selanjutnya 
disebut Penggugat-1 ;--------------------------------------------------
2 DRS.H.ABD.RAHIM TINRI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawal Negeri 
Sipil / Dewan Pengurus Masjid Babul Jihad, bertempat tinggal di Jalan Abubakar 
Lambogo, Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, 
selanjutnya disebut Penggugat-2 ;----------------------------------------------------------------
3 HASANUDDIN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil / Dewan 
Pengurus Masjid Babul Jihad, bertempat tinggal di Jalan Abubakar Lambogo 1 No. 33 
Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Selanjutnya 
disebut Penggugat-3 ;-------------------------------------------------
4 HERMAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta / Dewan Pengurus Masjid 
Babul Jihad, bertempat tinggal di Jalan Abubakar Lambogo No.1 Kelurahan Bara-
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
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Baraya Selatan, Kecamatan Makassar Kota Makassar, Selanjutnya disebut 
Penggugat-4 ;----------------------------------------------------------------------------------------
---
5 BAHARUDDIN AYYUB, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta / Dewan 
Pengurus Masjid Babul Jihad, bertempat tinggal di Jalan Abubakar Lambogo No.120 
Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Selanjutnya 
disebut Penggugat-5 ;----------------------------------------------------------------
6 NASMIL, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta / Dewan Pengurus 
Masjid Babul Jihad, bertempat tinggal di Jalan Abubakar Lambogo 3 Lr. 3/20 
Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar Selanjutnya 
disebut Penggugat- 6 ;---------------------------------------------------------------
7 KHAERUDDIN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta/Dewan 
Pengurus Masjid Babul Jihad, bertempat tinggal di Jalan Abubakar Lambogo No.104 
Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar Selanjutnya 
disebut Penggugat- 7;----------------------------------------------------------------
8 KAMALUDDIN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal 
di Jalan Abubakar Lambogo 1 No.61 Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan 
Makassar, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat-8 ;-----------
9 HALIPA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di 
Jalan Abubakar Lambogo No.104 Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan 
Makassar, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat-9 ;-----------
10 MUSTAFA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di 
Jalan Abubakar Lambogo Lr. 5 No.9 Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan 
Makassar, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat -10 ;------------------------- 
Hal. 3 dari 34 hal. Put. No. 23/B/2013/PT TUN Mks.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
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11 AZIZ AHMAD TOHARI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat 
tinggal di Jalan Abubakar Lambogo No.131 Kelurahan Bara-Baraya Selatan, 
Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat 11; 
------------------------------------------------------ --------------------------------------------------
12 SUHAENI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal 
di Jalan Abubakar Lambogo 1 No.61 Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan 
Makassar, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat -12 ; -------- 
13 ABDUL RAHMAN HAKIM BATUBARA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan 
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya, 
Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Selanjutnya disebut 
Penggugat-13;----------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 
14 SAHRIL, Warga Negara Indonesia, PekerjaanWiraswasta, bertempat tinggal di Jalan 
Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota 
Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat-14 ;----------------------------------------
15 SADARIAH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat 
tinggal di Jalan Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan 
Makassar, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat-15 ;-------------------------- 
16 NURUL AFIAH NASWIL, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, 
bertempat tinggal di Jalan Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, 
Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat -16 ; ------- 
17 RIDWAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan 
Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota 
Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat-17;-----------------------------------------
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
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18 DRS. SULEMAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal 
di Jalan Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, 
Kota Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat 18-; -------------------------
19 FITRANTO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di 
Jalan Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota 
Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat-19 ;----------------------------------------
20 SUDIRMAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di 
Jalan Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota 
Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat-20;--------------------------
21 MUCHTAR, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di 
Jalan Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota 
Makassar Selanjutnya disebut Penggugat -21;-----------------------------------------
22 ABDULLAH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di 
Jalan Abubakar Lambogo Keturahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota 
Makassar, selanjutnya disebut Penggugat-22;---------------------------
23 S. HAMID, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jatan 
Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota 
Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat -23 ;---------------------------------------
24 SAIFUL, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan 
Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota 
Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat 24;-----------------------------------------
Hal. 5 dari 34 hal. Put. No. 23/B/2013/PT TUN Mks.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
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25 NURIADI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan 
Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota 
Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat -25;----------------------------------------
26 BAHARUDDIN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di 
Jalan Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota 
Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat-26 ;-------------------------- 
27 MUKHUS MADDA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat 
tinggal di Jatan Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan 
Makassar, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat-27 ;--------------------------
28 RUSLAN MUSDJAD,SE, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat 
tinggal di Jalan Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan 
Makassar, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat-28 ;---------- 
29 MUHAMMAD ISRANG, AR, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, 
bertempat tinggal di Jalan Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, 
Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat-29 ;---------- 
30  SYAMSUL RASID, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat 
tinggal di Jalan Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan 
Makassar, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat -30 ; ------------------------ 
31 TASRIF ARIF, SH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal 
di Jalan Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, 
Kota Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat-31 ;--------------------------
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
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32 NURLELA SYAM, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, 
bertempat tinggal di Jalan Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, 
Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat-32 ;---------- 
33 JUMRIATI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal 
di Jalan Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, 
Kota Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat-33 ;--------------------------
34 RUDI BIN YUNUS, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat 
tinggal di Jalan Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan 
Makassar, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat 34 ; -------------------------
35  AMINAH AMIN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat 
tinggal di Jalan Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan 
Makassar, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat-35 ;----------
36 HASNAH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal 
di Jalan Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, 
Kota Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat-36 ; -------------------------
37 EDI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan 
Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota 
Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat-37 ;-----------------------------------------------
38 JUMRIANI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat 
tinggal di Jalan Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan 
Makassar, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat-38 ; -------------------------
Hal. 7 dari 34 hal. Put. No. 23/B/2013/PT TUN Mks.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
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39 AMINAH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal 
di Jalan Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, 
Kota Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat 39 ; ------------------------- 
40 IBRAHIM, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan 
Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota 
Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat 40;-----------------------------------------
41 BAHAR, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan 
Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Setatan, Kecamatan Makassar, Kota 
Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat-41;-----------------------------------------
42 DARWIS KASIM, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal 
di Jalan Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, 
Kota Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat-42 ; -------------------------
43 DG. MAGU, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di 
Jalan Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota 
Makassar; Selanjutnya disebut Penggugat-43;-----------------------------------------
44 RAWIYAH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat 
tinggal di Jalan Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan 
Makassar, Kota Makassar, Selanjutnya  disebut Penggugat-44 ;----------------------- 
45 NURSIA DG.SIMBA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rurnah Tangga, 
bertempat tinggal di Jalan Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, 
Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat-45; ---------- 
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
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46 YULIANTO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di 
Jalan Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota 
Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat-46;-----------------------------------------
47 M. IDRIS, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan 
Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Setatan, Kecamatan Makassar, Kota 
Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat-47;-----------------------------------------
48 SYAMSUDDIN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di 
Jalan Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota 
Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat-48 ; ------------------------- 
49 HATIJA TIBI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat 
tinggal di Jalan Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan 
Makassar, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat-49 ;-------------------------- 
50 ABUBAKAR.N, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di 
Jalan Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota 
Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat-50 ;-------------------------- 
51 FAJAR, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan 
Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota 
Makassar. Selanjutnya disebut Penggugat 51 ; ----------------------------------------
52 RORTINA BINTI TIBI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, 
bertempat tinggal di Jalan Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, 
Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat-52 ;---------- 
Hal. 9 dari 34 hal. Put. No. 23/B/2013/PT TUN Mks.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
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53 MARLINA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal 
di Jalan Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, 
Kota Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat-53 ; -------------------------
54 SINA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di 
Jalan Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota 
Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat-54;--------------------------
55 HJ.MAISURI DG.RANNU, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, 
bertempat tinggal di Jalan Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, 
Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Selanjutnya disebut 
Penggugat-55 ;---------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 
56 SYAMSIAH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat 
tinggal di Jalan Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan 
Makassar, Kota Makassar, Selanjutaya disebut Penggugat-56 ;--------------------------
57 NAWIR, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan 
Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota 
Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat-58 ; ---------------------------------------
58 MARIA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di 
Jalan Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota 
Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat-59 ;-------------------------- 
59 M. NATSIR, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di 
Jalan Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota 
Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat-60 ;----------------------------------------
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60 SITTI ZAENAB, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat 
tinggal di Jalan Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan 
Makassar, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat-61 ;---------- 
61 ISMOYO, AJ, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di 
Jalan Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota 
Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat-63 ; -------------------------
62 KAHAR, M, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di 
Jalan Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota 
Makassar, Selanjutnya disebut Penggugar 64 ; ---------------------------------------
63 ANWAR, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan 
Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota 
Makassar; Selanjutnya disebut Penggugat-66 ;----------------------------------------
64 KAHARUDDIN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di 
Jalan Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota 
Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat-67; -------------------------- 
65 MUH. JUFRI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di 
Jalan Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota 
Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat-68 ;--------------------------
66 M. ARSAD, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di 
Jalan Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota 
Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat-69;-----------------------------------------
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67 DAHRI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan 
Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota 
Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat-70 ; ---------------------------------------
68 HASANUDDIN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di 
Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota 
Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat -71 ;-------------------------
69 HAJARAH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal 
di Jalan Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, 
Kota Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat-72 ;--------------------------
70 ARSYAD, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan 
Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota 
Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat 73;-----------------------------------------
71 HASMA,Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di 
Jalan Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota 
Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat-74 ;-------------------------- 
72 SAIRAWATI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat 
tinggal di Jalan Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan 
Makassar, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat-75 ;--------------------------
73 IRFAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan 
Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota 
Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat-76 ; ---------------------------------------
74 RABALI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan 
Abubakar Lambogo Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota 
Makassar, Selanjutnya disebut Penggugat-77 ; Selanjutnya masing-masing disebut Para 
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Penggugat Masyarakat Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota 
Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya 
bernama:------------------------------------------------------------------------
1 SUHARDI, SH.-------------------------------------------------------------------------------------
2 MURSYINUDDIN ADDAS, SH.----------------------------------------------------------------
Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan masing-masing Advokat / Konsultan 
Hukum, berkantor pada “Kantor Advokat Suhardi, SH, Dkk”, di Jalan Pallantikang 
Nomor 32 Sungguminasa, Kelurahan Katangka, Kecamatan     Somba Opu, Kabupaten 
Gowa, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat pada tanggal 21 
Mei 2012 ; -----------------------------------------
yang selanjutnya disebut  sebagai..........PARA PENGGUGAT/TERBANDING ;
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : ----
1 Penetapan   Ketua   Pengadilan   Tinggi   Tata   Usaha   Negara   Makassar Nomor : 
23/Pen/2013/PT.TUN.MKS, tanggal 26 Pebruari 2013 tentang penunjukan Majelis 
Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; 
---------------------------------------------------------------------------------
2 Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar  Nomor : 36/
G.TUN/2012/PTUN.Mks. tanggal 05 Nopember 2012; ---------------------------
3 Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan 
sengketa ini; --------------------------------------------------------------------------
TENTANG DUDUK SENGKETA :
Hal. 13 dari 34 hal. Put. No. 23/B/2013/PT TUN Mks.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id







































































Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
                  Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 
Makassar mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa  
sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar  Nomor : 36/
G.TUN/2012/PTUN.Mks. tanggal 05 Nopember 2012, sehingga diperoleh kronologis sebagai 
berikut ;----------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding dalam gugatannya pada pokoknya 
meminta kepada Pengadilan agar membatalkan atau menyatakan tidak sah serta mewajibkan 
Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa: Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 
20029/Kel.Bara-Baraya Selatan/2005, tanggal 8 April 2005, Surat Ukur Nomor : 00155/2004, 
tanggal 22 Desember 2004, seluas 924 m2 atas nama Persyarikatan 
Muhammadiyah;----------------------------------------------------------------
Menimbang, adapun yang menjadi alasan gugatan pada pokoknya dari segi 
hukum Tata Usaha Negara bahwa penerbitan sertifikat obyek sengketa tersebut  melanggar 
Pasal 53 ayat 2 huruf (a), (b) dan (c) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara Jo Pasal 20 Huruf 1, Jo Pasal 23 huruf a 1 dan 2, Jo Pasal 26 ayat 1 dan 2 masing-
masing Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran 
Tanah;-------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat/Terbanding tersebut pihak 
Tergugat /Pembanding telah mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa yang 
pokoknya eksepsi tentang Gugatan Penggugat telah kadaluwarsa (Verjaring)  , eksepsi tentang 
Kompetensi Absolut sedangkan dalam pokok sengketa pada pokoknya  menyatakan bahwa 
Tergugat /Pembanding menolak dengan tegas apa yang didalilkan Para Penggugat/Terbanding 
dalam gugatannya tanggal 23 Mei 2012 yang diperbaiki tanggal 12 Juni 2012, dengan alasan 
pada intinya bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor 
Pertanahan Makassar berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 20029/Bara-Baraya 
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Selatan atas nama Persyarikatan Muhammadiyah tanggal 8 April 2005, yang diuraikan dalam 
Surat Ukur Nomor : 00155/2004 tanggal 22 Desember 2004, luas. 924 M2 terbit berdasarkan 
Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor : 236-550.2-53.01-2005 
tanggal 24 Maret 2005 (Penunjuk: Surat Pimpinan Muhamadiyah Persiapan Cabang Bara-
Baraya tanggal 1 Agustus 1966 Nomor : JL/240/1966, Surat Keterangan Penyaksian dibawah 
tangan tanggal 27 Nopember 1979, Keputusan Pj. Walikota Kepala Daerah Ujung Pandang 
tanggal 12 Jurn 1973 Nomor : 168/S.Kep/A/IV/73, Surat Keterangan Lurah Bara-Baraya 
Selatan Nomor : 594-4/48/KBBS/XII/2004 tanggal 4 Oktober 2004, terlihat oleh Camat 
Makassar Nomor : 175/593.3/XII/2004, bahwa penerbitan sertipikat in litis telah diproses 
berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang Pertanahan oleh karena 
itu sama sekali tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas 
Kecermatan dan Azas Pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) sub 
a dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2004, oleh karena itu Surat Keputusan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat 
in litis sangat prosedural dan sah 
adanya;-------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut pihak 
Tergugat II Intervensi-1/Pembanding telah mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok 
sengketa, yakni eksepsi tentang Para Penggugat tidak berhak dan tidak memiliki kapasitas 
untuk mengajukan gugatan , eksepsi tentang gugatan Penggugat error in subjecto , eksepsi 
tentang gugatan Para Penggugat kabur (obscur libel), eksepsi tentang gugatan Para Penggugat 
telah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, , 
serta eksepsi tentang kewenangan mengadili; sedang  dalam jawaban atas pokok sengketa pada 
pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding  menolak seluruh dalil 
gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci serta tidak merugikan 
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kedudukan hukum Tergugat II Intervensi /Pembanding dengan alasan antara lain  bahwa 
menurut Tergugat II Intervensi/Pembanding adalah tidak benar Para Penggugat menguasai 
tanah negara eks eigendom verponding No.1166 seluas 60.000 m2 sebab tanah tersebut adalah 
tanah yang dikuasai oleh negara yang kemudian sebagiannya oleh negara diperuntukkan bagi 
korban kebakaran dan sebagiannya  untuk  kompleks  veteran  serta sebagiannya lagi yakni 
seluas 35 m x 30 m pada tahun 1964 diberikan kepada Persyarikatan Muhammadiyah dan telah 
terbit sertipikat objectum litis, sehingga dengan demikian tanah negara eks eigendom 
verponding No.1166 yang diberikan kepada korban kebakaran dan yang diberikan kepada 
anggota veteran adalah berbeda dengan yang diberikan kepada Persyarikatan Muhammadiyah, 
karena terbukti hingga saat ini tanah yang dikuasai oleh korban kebakaran dengan tanah yang 
dikuasai oleh legiun veteran masih tetap dikuasai dan dimiliki masing-masing pihak hingga 
saat ini; Demikian halnya tanah seluas 35 m x 30 m yang diberikan kepada Persyarikatan 
Muhammadiyah juga tetap dikuasai oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang diatasnya telah 
dibangun Masjid Babul Jihad dan TK. Aisyiah milik Persyarikatan Muhammadiyah, bahwa 
Persyarikatan Muhammadiyah menguasai tanah eks eigendom verponding No.1166 dengan 
ukuran 35 m x 30 m adalah atas pemberian pemerintah Kota Makassar in casu Walikota 
Makassar melalui MALIANG R. (Kepala Lingkungan Bara-Baraya pada saat itu), sehingga 
penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 20029/Kelurahan Bara-Baraya Selatan 
tanggal 8 April 2005, Surat Ukur Nomor : 00155/2004 tanggal 22 Desember 2004, seluas 924 
m2, atas nama Persyarikatan Muhammadiyah adalah tepat adanya; Sehingga dengan demikian 
berdasar hukum jika gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya 
dinyatakan tidak dapat diterima 
---------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menjatuhkan 
putusan terhadap sengketa ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 
M E N G A D I L I :
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DALAM EKSEPSI------------------------------------------------------------------------------------------
• Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai 
Eksepsi tentang Para Penggugat tidak memiliki kapasitas selaku Para 
Peng ugat dalam perkara ini dan tidak representatif mewakili warga 
masyarakat Bara-Baraya Selatan dan Eksepsi tentang gugatan Para 
Penggugat error in subject ;---------------------------------
• Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 
selebihnya;------------------------
DALAM POKOK PERKARA-----------------------------------------------------------------------------
• Menyatakan Gugatan Para Penggugat 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, dan 77 tidak dapat diterima;
• Mengabulkan gugatan Para Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6   
sebagian;------------------
• Menyatakan bahwa Tindakan Tergugat yang mengeluarkan/
menerbitkan Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan 
Nomor : 20029/Kel Bara-Barya Selatan/2005, tanggal 8 April 2005, 
Surat Ukur Nomor : 00155/2004, tanggal 22 Desember 2004, seluas 
924 m2 atas nama Persyarikatan Muhammadiyah yang disengketakan 
melanggar Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 23 huruf a 1,  Jo Pasal 26 ayat 1 
dan 2 masing-masing Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 
Tentang Pendaftaran Tanah sebatas tanah yang diatasnya berdiri 
bangunan Masjid Babul Jihad dari Luas 924 
m2 ;------------------------------------------------------------
Hal. 17 dari 34 hal. Put. No. 23/B/2013/PT TUN Mks.
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• Membatalkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat 
Hak Guna Bangunan Nomor : 20029/Kel.Bara-Baraya Selatan/2005, 
tanggal 8 April 2005, Surat Ukur Nomor : 00155/2004, tanggal 22 
Desember 2004, seluas 924 m2 atas nama Persyarikatan 
Muhammadiyah, sebatas luas tanah yang diatasnya berdiri Masjid 
Babul Jihad dari luas 924 
m2;--------------------------------------------------------------
• Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha 
Negara yang disengketakan yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan 
Nomor : 20029/ Kel.Bara-Baraya Selatan/2005, tanggal 8 April 2005, 
Sura Ukur Nomor : 00155/2004, Tanggal 22 Desember 2004, seluas 
924 m2 atas nama Persyarikatan Muhammadiyah sebatas luas tanah 
yang diatasnya berdiri Masjid Babul Jihad dari luas 924 
m2; ;----------------------- 
--------------------------------------------------------------------
• Menolak gugatan Para Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 
selebihnya;------------------------
• Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi  untuk membayar 
biaya perkara sebesar Rp, 2.618.000,- (Dua Juta Enam ratus Delapan 
Belas Ribu Rupiah);---------
                 Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut 
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 September 2012 dengan 
dihadiri oleh Kuasa Hukun Para Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan 
Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi --------------------
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Menimbang, bahwa Tergugat /Pembanding  telah mengajukan permohonan 
banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar  tersebut sesuai Akta 
Permohonan Banding  tertanggal  22 Nopember 2012 dan permohonan banding tersebut telah 
diberitahukan kepada pihak lawannya  sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan 
Banding  tertanggal  26 Nopember 2012;----------------------
Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi /Pembanding  telah mengajukan 
permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar  tersebut 
sesuai Akta Permohonan Banding  tertanggal  22 Nopember 2012 dan permohonan banding 
tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya  sesuai dengan Surat Pemberitahuan 
Pernyataan Banding  tertanggal  26 Nopember 2012.
Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan 
bandingnya dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha 
Negara Makassar tertanggal  15 Januari 2013 dan  memori banding tersebut telah 
diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori 
Banding  tertanggal   16 Januari 2013;------
Menimbang,  bahwa Tergugat II Intervensi Pembanding telah menyerahkan 
memori banding yang diterima di Kepaniteraan pengadilan Tata Usaha Negara Makassar 
tanggal 22 Desember 2012 dan telah diberitahukan kepada pihak lainnya dengan surat 
pemberitahuan tertanggal 26 Desember 2012;----------------------------------
Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding menyerahkan Kontra memori 
banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tata Usaha Negara Makassar tertanggal  23 
Januari 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak lainnya dengan surat pemberitahuan 
tertanggal  23 Januari 2013--------------------------------------
Menimbang, bahwa   kepada  para  pihak  telah  diberi  kesempatan  untuk melihat dan 
memeriksa berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara 
pada tanggal   26 Desember 2012;------------------------------------
Hal. 19 dari 34 hal. Put. No. 23/B/2013/PT TUN Mks.
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TENTANG  PERTIMBANGAN  HUKUMNYA
                Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 36/
G.TUN/2012/PTUN.Mks.  diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada 
tanggal 05 Nopember 2012, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tanpa dihadiri 
oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; dan kepada pihak 
Tergugat/Pembanding maupun Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut masing-masing 
telah diberitahukan tentang isi putusan maing masing tertanggal  12 Nopember  2012 dan 
tertanggal 12 Nopember 2012  sedangkan Tergugat / Pembanding telah mengajukan 
permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 22 
Nopember 2012 sebagaimana terlihat dari Akta Permohonan Bandingnya, sedangkan  
Tergugat II Intervensi/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan 
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal  22 Nopember 2012 sebagaimana terlihat 
dari Akta Permohonan Bandingnya, oleh karena itu permohonan banding tersebut masing-
masing  telah diajukan  dalam   batas   waktu   yang ditentukan Undang-Undang serta 
memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana 
disebutkan dalam pasal 123 (1), pasal 125 (2) dan pasal 126 (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 
Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka secara formal permohonan 
banding dari masing-masing  Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi /Pembanding 
tersebut harus diterima ;----------------------------------------------------------------------------------
                Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim  Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 
Makassar membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang 
bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan  Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar  
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tersebut,  Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Memori Banding 
dan Kontra Memori Banding serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang 
berperkara dan  surat-surat lain serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara 
ini, maka Majelis Hakim  Pengadilan  Tinggi  Tata   Usaha  Negara  Makassar dalam 
musyawarahnya denga  sungguh-sungguh dengan mufakat bulat berpendapat  sebagai 
berikut :-------------------------------
Dalam Eksepsi :
Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan 
tentang eksepsi yang diajukan Tergugat/Pembanding dan eksepsi Tergugat Intervensi /
Pembanding yakni eksepsi tentang gugatan Para Penggugat telah kadaluwarsa (Verjaring) 
sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2004, dan eksepsi tentang Penggugat salah mengajukan gugatan atau tentang 
kompetensi absolute, , serta eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding  tentang gugatan Para 
Penggugat kabur , dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa terhadap eksepsi 
Tergugat dan Tergugat II Intervensi ke-2 yaitu  Eksepsi tentang Para Penggugat salah dalam 
mengajukan gugatan (Kompetensi Absolut), Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa in 
litis adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara 
Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, karenanya eksepsi Tergugat dan 
Tergugat II Intervensi dalam hal ini tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak; 
selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ke-1 yaitu tentang Gugatan 
Para Penggugat telah kadaluwarsa (Verjaring),  Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para 
Penggugat baru mengetahui adanya sertipikat obyektum litis pada tanggal 16 Maret 2012 
sedangkan gugatan in casu didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pada 
tanggal 23 Mei 2012, oleh karenanya Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 
(sembilan puluh) hari seagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 
Hal. 21 dari 34 hal. Put. No. 23/B/2013/PT TUN Mks.
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Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Yurisprudensi Reg.Nomor : 5 K/TUN/1992, tanggal 
21 Januari 1993, Reg. Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 19 Nopember 1994, dan Reg. 
Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 sebagaimana telah diuraikan di atas, dan 
karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam hal ini tidak beralasan hukum 
dan patut untuk di Tolak  ; sedangkan terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 
ke-3 sekaligus ke-4 yaitu tentang Para Penggugat tidak memiliki kapasitas selaku Penggugat 
dalam perkara ini dan tidak representatif mewakili warga masyarakat Bara-Baraya Selatan, dan 
Eksepsi tentang gugatan Penggugat error in subjecto dan mengandung kebohongan dan atau 
keterangan palsu, karena menyatakan diri sebagai warga masyarakat Kelurahan Bara-Baraya 
Selatan dalam perkara ini dipertimbangkan bahwa menurut Majelis Hakim, dalam sengketa ini 
yang memiliki hubungan hukum langsung dengan obyek sengketa a quo adalah Pengurus 
Masjid Babul Jihad dalam hal ini Pengurus Masjid Babul Jihad Periode 2011-2015, dalam 
sengketa in litis adalah Drs, Muh. Shaleh sebagai Ketua Umum,  berkedudukan sebagai 
Penggugat 1, Drs. H. Abd. Rahim Tinri Sebagai Bendahara, berkedudukan sebagai Penggugat 
2,  Hasanuddin sebagai Wakil Bendahara, berkedudukan sebagai Penggugat 3, Herman sebagai 
Anggota Bidang Pemeliharaan  berkedudukan sebagai Penggugat 4, Baharuddin Ayyub 
sebagai Anggota Anggota bidang Keamanan berkedudukan sebagai Penggugat 5, Nasmil 
sebagai Wakil Ketua bidang Keamanan berkedudukan sebagai Penggugat 6 , sedangkan 
Penggugat lainnya yang merupakan umat Muslim (Islam) Barabaraya Selatan berkedudukan 
sama dengan umat Muslim lainnya tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan 
penerbitan obyek sengketa, sama dengan umat Muslim lainnya yang tetap dapat menggunakan 
Masjid Babul Jihad sebagai sarana ibadahnya dan hal ini dilindungi oleh Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku, sehingga tidak memiliki kepentingan untuk menggugat obyektum 
litis , dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Kedudukan Para Penggugat 1, 2, 
3, 4, 5, dan 6   cukup memiliki hubungan hukum dengan obyektum litis sedangkan Penggugat 
7 walaupun tertulis dalam gugatan sebagai Pengurus Masjid Babul Jihad, akan Tetapi Majelis 
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Hakim tidak melihat adanya catatan dalam bukti P-7 nama yang bersangkutan, dan kedudukan 
Para Penggugat selebihnya tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan obyektum litis 
dan karenanya Penggugat 7 dan Para Penggugat lainnya tidak memiliki kepentingan untuk 
menggugat obyektum litis, karenanya terhadap eksepsi  Tergugat dan Tergugat II Intervensi 
ke-3 sekaligus ke-4 yaitu tentang Para Penggugat tidak memiliki kapasitas selaku Penggugat 
dalam perkara ini dan tidak representatif mewakili warga masyarakat Bara-Baraya Selatan, dan 
Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat error in subjecto dan mengandung kebohongan dan 
atau keterangan palsu secara hukum di terima sebagian dan menolak eksepsi selebihnya ; dan 
terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ke-5 yaitu Eksepsi tentang gugatan Para 
Penggugat kabur (obscur libel)dipertimbangkan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi 
ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal 
mana perbaikan gugatan termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan subyek 
Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta Obyek sengketanya maka eksepsi 
Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang  gugatan kabur in casu tidak jelas adalah  tidak 
beralasan hukum dan karenanya patut juga dinyatakan ditolak; bahwa dengan demikian 
eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam hal ini hanya diterima sebatas mengenai 
eksepsi menyangkut kedudukan Para Penggugat selain Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 
Penggugat, sehingga dalam mempertimbangkan eksepsi ini secara hukum harus dinyatakan 
menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagian dan menolak 
selebihnya----------------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan 
pertimbangan majelis hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut, dan untuk menghindari 
pengulangan bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan hakim tingkat pertama atas 
eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat 
banding ;--------------------------------------------------------------------------------------------
Hal. 23 dari 34 hal. Put. No. 23/B/2013/PT TUN Mks.
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Dalam Pokok Sengketa :
Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan 
tentang pokok sengketa dalam perkara ini, dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa 
bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyektum litis secara prosedural yuridis telah melanggar 
ketentuan Pasal  60 ayat (2) huruf i dan secara substansial melanggal Pasal 23 huruf (a) 1  
Peraturan Pemerintah RI Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu 
sebagaimana adanya bukti T- 3  secara substansial yuridis oleh karena tanah tersebut berasal 
dari tanah negara bebas maka dalam sengketa in litis yang berhak memberikan tanah tersebut 
adalah Pemerintah Kota Makassar (perhatikan ketentuan Pasal 12 Peraturan pemerintah RI 
Nomor 8 Tahun 1953) dan apabila dalam bentuk wakaf harus ada akta atau surat ikrar wakaf 
dari orang (seseorang) atau Pemerintah daerah Setempat (perhatikan Keputusan Bersama 
Menteri Agama RI Nomor 422 Tahun 2004 dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3/
SKB/BPN/2004), sehingga secara hukum bukti T=7, T-3, yang dijadikan dasar penerbitan 
obyek sengketa a quo mengandung suatu kesalahan/cacat yuridis; bahwa oleh karena dalam 
bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa tersebut secara fisik terdapat dua 
bangunan dengan fungsi yang berbeda, yaitu sebahagian dipergunakan sebagai masjid yang 
bernama “Babul Jihad” dan TK Aisyiyah), dan Majelis Hakim tidak melihat adanya bukti-
bukti yang memperlihatkan pemberian tanah dari Pemerintah Kota Makassar secara 
administratif kepada pihak manapun secara tegas dan terang-benderang, maka Majelis Hakim 
akan mempedomani ketentuan Pasal 24 ayat (2)  Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun  1997 
jo. Pasal 61 Peaturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 
Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 
Tentang Pendaftaran Tanah ; bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti P-1, 
P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-13, P-14, P-15  dikaitkan Bukti T.II.Int.2, 
T.II.Int.3, T.II.Int.30, T.II.Int.32, T.II.Int.33 dan T-5 dengan saksi-saksi yang diajukan oleh 
Penggugat dan Tergugat II Intervensi dipersidangan yang terbuka untuk umum  dan 
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memberikan keterangan dibawah sumpah dikaitkan pula dengan hasil persidangan 
pemeriksaan setempat, tanggal 14 Agustus 2012, Majelis Hakim berpendapat bahwa Masjid 
Babul Jihad dibangun, dikelola dan diurus oleh Pengurus Masjid yang secara terang-benderang 
bukan dari organisasi Persyarikatan Muhammadiyah sejak Tahun 1964 secara terus menerus, 
sedangkan Sekolah TK, Aisyiyah walau dibangun oleh Masyarakat akan tetapi telah digunakan 
sebagai TK Asyiyah sejak Tahun 1966 sehingga menurut hemat Majelis Hakim untuk 
menjamin kelangsungan Pelaksanaan ibadah di Masjid Babul Jihad dan Pendidikan Sekolah 
TK tersebut dikaitkan dengan Ketentuan Pasal Pasal 24 ayat (2)  Peraturan Pemerintah RI No. 
24 Tahun  1997 jo. Pasal 61 Peaturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 
24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Terhadap tanah yang dimaksud dalam obyektum 
litis sebatas bangunan masjid Babul Jihad haruslah dikuasai dan menjadi penguasaan Pengurus 
Masjid Babul Jihad in Casu  Para Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6,  sedangkan  Tanah   yang  
dimaksud  dalam obyektum litis sebatas bangunan TK Aisyiyah Tetap menjadi hak 
Persyarikatan Muhammadiyah yang dikelola oleh TK Asyiyah bahwa dengan demikian 
berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas, secara hukum 
Obyek sengketa a quo harus dinyatakan batal sebatas luas tanah yang diatasnya berdiri Masjid 
Babul Jihad; bahwa oleh karena Obyek sengketa a quo telah dinyatakan batal sebatas luas 
tanah yang diatasnya berdiri Masjid Babul Jihad, maka kepada Tergugat diwajibkan secara 
hukum  untuk mencabut obyek sengketa sebatas luas tanah yang diatasnya berdiri Masjid 
Babul Jihad;----------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan 
pertimbangan majelis hakim tingkat pertama atas pokok sengketa tersebut, dan untuk 
menghindari pengulangan bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan hakim tingkat 
pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding, utamanya atas 
pertimbangan sebagai berikut :--------------------------------------------------
Hal. 25 dari 34 hal. Put. No. 23/B/2013/PT TUN Mks.
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• Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah : Surat Keputusan Tata Usaha Negara 
berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 20029/Kel.Bara-Baraya Selatan/2005, 
tanggal 8 April 2005, Surat Ukur Nomor : 00155/2004, tanggal 22 Desember 2004, 
seluas 924 m2 atas nama Persyarikatan Muhammadiyah ;----------
• Bahwa Penggugat /Terbanding mendalilkan bahwa Para Penggugat Masyarakat 
Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Propinsi 
Suawesi Selatan menguasai tanah eigendom verponding Nomor : 1166 seluas 60.000 
M2 (Enam puluh ribu meter persegi) diatasnya telah dibangun Masjid Babul Jihad dan 
Sekolah Dasar Filial/Sekolah Taman Kanak-Kanak Aisyiah Kelurahan Bara-Baraya 
Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan seluas 924 
M2 ( Sembilan ratus dua puluh empat meter persegi ) yang dibangun oleh Para 
Penggugat terletak di Jalan Abubakar Lambogo 3 Kelurahan Bara-Baraya Selatan, 
Kecamatan Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan; bahwa tidak ada penyerahan/
pengalihan atas tanah seluas 924 M2 obyek Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 
20029/Kel.Bara-Baraya Selatan/2005, tanggal 8 April 2005, Surat Ukur Nomor : 
00155/2004, tanggal 22 Desember 2004, seluas 924 m2 atas nama Persyarikatan 
Muhammadiyah dan Para Penggugat Masyarakat Kelurahan Bara-Baraya Selatan, 
Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan. Maka dasar 
permohonan Penerbitan bertentangan dengan Pasal 23 huruf (a) 1 dan 2 Peraturan 
Pemerintah RI Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan pihak Tergugat 
(Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar) tidak pernah mengadakan pengukuran atas 
tanah seluas 924 M2 yang diatasnya berdiri bangunan Masjid Babul Jihad dan SD. 
Filial/ Tk. Aisyiyah yang terletak di Jalan Abubakar Lambogo 3 Kelurahan Bara-
Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan sebab 
Para Penggugat Masyarakat Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, 
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Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan setiap saat ada yang selalu berada dalam 
Masjid Babul Jihad dan tidak pernah melihat Tergugat melakukan pengukuran atas 
tanah yang dibangun Masjid Babul Jihad dan SD. Filial/Tk. Aisyiyah sehingga 
prosedur penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.: 20029/Ke1.Bara-Barabaraya 
Selatan/2005, ta ggal 8 April 2005, Surat Ukur No.: 00155/2004, tanggal 22 Desember 
2004, seluas 924 m2 atas nama Persyarikatan Muhammadiyah melanggar Pasal 20 ayat 
1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, serta 
pihak Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar) tidak pernah 
mengumumkan baik secara lisan maupun tertulis yang ditempel di Masjid Babul Jihad 
dan atau di Kantor Kelurahan Bara-Baraya Selatan letaknya berhadapan dengan Masjid 
Babul Jihad, sebab Para Penggugat Masyarakat Kelurahan Bara-Baraya Selatan, 
Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan selalu ada yang 
berada didalam Masjid dan tidak pernah mendengar dan atau melihat Pengumuman 
yang ditempel oleh Pihak Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar) baik 
didalam Masjid Babul Jihad maupun di Kantor Lurah Baraya-Baraya Selatan dan 
begitu juga pihak Persyarikatan Muhammadiyah tidak pernah menyampaikan kepada 
Para Penggugat bahwa Tanah seluas 924 M2 yang diatasnya berdiri Masjid Babul Jihad 
dan SD. Filial/Tk. Aisyiyah dimohonkan Sertipikat Hak Guna Bangunan oleh 
Persyarikatan Muhammadiyah sehingga prosedur Penerbitan Sertipikat Hak Guna 
Bangunan Nomor : 20029/Kel.Bara-Baraya Selatan/ 2005, tanggal 8 April 2005, Surat 
Ukur Nomor: 00155/2004, tanggal 22 Desember 2004, seluas 924 M2 atas nama 
Persyarikatan Muhammadiyah melanggar Pasal 26 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah 
RI  Nomor 24 Tahun 1997 tentang  Pendaftaran 
Tanah;-------------------------------------------------------------------------------------------------
---
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• Bahwa  atas dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat mendalilkan penerbitan sertipikat 
in litis telah diproses berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di 
bidang Pertanahan oleh karena itu sama sekali tidak melanggar Azas-Azas Umum 
Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kecermatan dan Azas Pertimbangan 
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) sub a dan c Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2004, oleh karena itu Surat Keputusan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat in litis 
sangat prosedural dan sah adanya; -----------------------
• Bahwa sedangkan Tergugat II Intervensi mendalilkan  bahwa  Persyarikatan 
Muhammadiyah menguasai tanah eks eigendom verponding No.1166 dengan ukuran 
35 m x 30 m adalah atas pemberian pemerintah Kota Makassar in casu Walikota 
Makassar melalui MALIANG R. (Kepala Lingkungan Bara-Baraya pada saat itu), 
sehingga penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 20029/Kelurahan Bara-
Baraya Selatan tanggal 8 April 2005, Surat Ukur Nomor : 00155/2004 tanggal 22 
Desember 2004, seluas 924 m2, atas nama Persyarikatan Muhammadiyah adalah tepat 
adanya; ---------------------------------------
• Bahwa legalitas keputusan obyek sengketa diuji dari segi wewenang, prosedur dan 
substansinya, pengujiannya didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang 
menjadi dasar penerbitannya serta didasarkan pada azas-azas umum pemerintahan yang 
baik ;----------------------------------------------------------------------------
• Bahwa majelis hakim tingkat pertama mempertimbangkan, bahwa  oleh karena eksepsi 
Tergugat dan Tergugat II Intervensi kaitannya dengan kedudukan Penggugat selain 1, 
2, 3, 4, 5, dan 6   / maka terhadap Gugatan Para Penggugat selain kedudukan 
Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;
• Bahwa dasar permohonan penerbitan oyektum litis adalah : Surat Pimpinan 
Muhammadiyah Persiapan Cabang Bara-Baraya tanggal 01 Agustus 1966 Nomor : 
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id







































































Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
JL-2-40/1966; Surat Keterangan Penyaksian dibawah tangan tanggal 27 Nopember 
1979; Keputusan PJ.Walikota Kepala Daerah Ujung Pandang tanggal 12 Juni 1973 
Nomor : 168/S.KEP/A/IV/73;------------------------------------------------------
• Bahwa tidak ada penyerahan/pengalihan atas tanah seluas 924 M2 obyek Sertipikat Hak 
Guna Bangunan Nomor : 20029/Kel.Bara-Baraya Selatan/2005, tanggal 8 April 2005, 
Surat Ukur Nomor : 00155/2004, tanggal 22 Desember 2004, seluas 924 m2 atas nama 
Persyarikatan Muhammadiyah dan Para Penggugat Masyarakat Kelurahan Bara-Baraya 
Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan. Maka dasar 
permohonan Penerbitan bertentangan dengan Pasal 23 huruf (a) 1 dan 2 Peraturan 
Pemerintah RI Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan pihak Tergugat 
(Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar) tidak pernah mengadakan pengukuran atas 
tanah seluas 924 M2 yang diatasnya berdiri bangunan Masjid Babul Jihad dan SD. 
Filial/ Tk. Aisyiyah yang terletak di Jalan Abubakar Lambogo 3 Kelurahan Bara-
Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan sebab 
Para Penggugat Masyarakat Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, 
Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan setiap saat ada yang selalu berada dalam 
Masjid Babul Jihad dan tidak pernah melihat Tergugat melakukan pengukuran atas 
tanah yang dibanguni Masjid Babul Jihad dan SD. Filial/Tk. Aisyiyah sehingga 
prosedur penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.: 20029/Kel.Bara-Baraya 
Selatan/2005, tanggal 8 April 2005, Surat Ukur No.: 00155/2004, tanggal 22 Desember 
2004, seluas 924 m2 atas nama Persyarikatan Muhammadiyah melanggar Pasal 20 ayat 
1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, serta 
pihak Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar) tidak pernah 
mengumumkan baik secara lisan maupun tertulis yang ditempel di Masjid Babul Jihad 
dan atau di Kantor Kelurahan Bara-Baraya Selatan letaknya berhadapan dengan Masjid 
Babul Jihad, sebab Para Penggugat Masyarakat Kelurahan Bara-Baraya Selatan, 
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Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan selalu ada yang 
berada didalam Masjid dan tidak pernah mendengar dan atau melihat Pengumuman 
yang ditempel oleh Pihak Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar) baik 
didalam Masjid Babul Jihad maupun di Kantor Lurah Baraya-Baraya Selatan dan 
begitu juga pihak Persyarikatan Muhammadiyah tidak pernah menyampaikan kepada 
Para Penggugat bahwa Tanah seluas 924 M2 yang diatasnya berdiri Masjid Babul Jihad 
dan SD. Filial/Tk. Aisyiyah dimohonkan Sertipikat Hak Guna Bangunan oleh 
Persyarikatan Muhammadiyah sehingga prosedur Penerbitan Sertipikat Hak Guna 
Bangunan Nomor : 20029/Kel.Bara-Baraya Selatan/ 2005, tanggal 8 April 2005, Surat 
Ukur Nomor: 00155/2004, tanggal 22 Desember 2004, seluas 924 M2 atas nama 
Persyarikatan Muhammadiyah melanggar Pasal 26 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah 
RI  Nomor 24 Tahun 1997 tentang  Pendaftaran Tanah; 
• Bahwa  Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal  23 huruf (a) 1 dan 2  Jo Pasal 
60 ayat (2) huruf i Peraturan Pemerintah RI Nomor : 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah; setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati obyek sengketa a 
quo dikonforn dengan bukti T-1 (buku tanah) diperoleh fakta hukum bahwa “asal hak” 
tanah sebagai mana dimaksud dalam obyektum litis adalah dari Pemberian Hak artinya 
menurut ketentuan hukum tanah bahwa tanah  dimaksud berasal dari tanah negara 
bebas, oleh karenanya menurut ketentuan Pasal 23 huruf (a) 1 Peraturan Pemerintah RI 
Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah haruslah terlebih dahulu adanya 
Penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang 
bersangkutan; bahwa setelah Majelis Hakim meneliti lebih seksama obyektum litis 
dikaitkan dengan bukti T-1 (buku tanah) terdapat adanya “dasar pendaftaran” berupa 
Surat Keputusan tanggal 24/03/2005 No. 236-550.2-53.01-2005; bahwa setelah Majelis 
Hakim meneliti dan mencermati bukti T-3 yaitu berupa Keputusan Kepala Kantor 
Pertanahan Kota Makassar Nomor 236-550.2-53.01-2005 tanggal 24 Maret 2005 
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Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Persyarikatan Muhammadiyah atas 
tanah di Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, yang pada konsideran 
“Menimbang” huruf c diuraikan bahwa tanah yang dimohon adalah Tanah Negara yang 
semula dikuasai oleh Maliang. R seluas + 1.050 m2, kemudian diwakafkan kepada 
Perguruan Islam Muhammadiyah Bara-baraya sesuai Surat Pimpinan Muhammadiyah 
Persiapan Cabang Bara-baraya Makassar tanggal 01 Agustus 1966 Nomor 
JL/2-40/1966 dipertegas dengan Surat Keterangan Penyaksian dibawah tangan  tanggal 
27 Nopember 1979 dan Surat Keputusan PJ. Walikota Kepala Daerah Ujung Pandang 
tanggal 12 Juni 1973 Nomor 168/S.Kep/A/IV/73; bahwa setelah Majelis Hakim 
meneliti dan mencermati bukti T-6 yaitu surat Keterangan Penyaksian yang 
ditandatangani oleh Maliang Ramawi (bekas Kepala Lingkungan Bara-Baraya) tanggal 
27 Nopember 1979 yang pada angka 1 dan 3, bahwa Tanah pekarangan ber-ukuran luas 
35 x 30 meter yang terletak di R.T. “F” R.K. 4 Lingkungan Bara-Baraya adalah Tanah 
pemberian Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang kepada Muhammadiyah Cabang 
Bara-Baraya sebagai Wakaf untuk kepentingan per-ibadatan/Pendidikan (Tanah 
Kelebihan Kapling Pemindahan Korban kebakaran Kampung Penambungan dan Lette 
sebanyak 6 Kapling yaitu Kapling No. 101 s/d 106)”, “bahwa  penyerahan  Tanah  
tersebut  oleh  Pemerintah  Kotamadya Ujung Pandang kepada Muhammadiyah 
Cabang Bara-Baraya terjadi pada tahun 1964 dimana kami ikut menyaksikannya 
karena pada saat itu kebetulan kami menjabat sebagai Kepala Lingkungan Bara-
Baraya”
• Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim 
berpendapat bahwa tanah sebagaimana di maksud dalam obyek sengketa adalah tanah 
negara yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang sekarang Kota 
Makassar, akan tetapi setelah Majelis Hakim mengkonfirmasi dengan bukti T-8  yaitu 
surat pernyataan H. Zaenudin Mantong dikuasai sejak tahun 1965 yang dikaitkan 
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dengan bukti T-3 pada konsideran “Menimbang” huruf c tanah negara tersebut 
sebelumnya dikuasai oleh Maliang R yang kemudian diwakafkan kepada 
Muhammadiyah Bara-Baraya serta dikaitkan dengan bukti T.II.Int-30 Pimpinan Cab. 
Muhammadiyah Bara-Baraya Kec. Makassar dan Pimpinan Cab. Aisyiyah Bara-Baraya 
Bagian Pendidikan dan Kebudayaan serta Pengurus Masjid Babul Jihad dan Panitia 
Gedung STK.I Aisyiyah Bara-Baraya baru mengajukan permohonan Pelepasan hak 
atas tanah Pemerintah Kota Makassar  kepada Walikota Makassar dengan suratnya No, 
I.A/7,C/2001 pada tanggal 6 Juni 2001, dan atas surat permohonan tersebut Majelis 
Hakim tidak melihat adanya bukti surat balasan atau jawaban yang berisi pemberian 
tanah dari Pemerintah Kota Makassar kepada Persyarikatan Muhammadiyah; Menurut 
hemat Majelis Hakim dalam surat-surat yang menjadi dasar Penerbitan obyektum litis 
tersebut tidak terdapat kesesuaian antara tanah yang dikuasai oleh Maliang R sebagai 
pribadi, dengan Maliang R sebagai Kepala Lingkungan Bara-Baraya atau Tanah yang 
dikuasai oleh Pemerintah Kota Makassar, karena hal ini berkaitan dengan siapa yang 
berhak memberikan atau mengalihkan hak atas tanah tersebut, lebih-lebih permohonan 
peralihan hak atas tanah tersebut baru dilakukan pada tanggal 6 Juni 2001 (bukti 
T.II.Int-30) serta Majelis Hakim tidak melihat adanya pemberian / Akta ikrar wakaf / 
Surat Ikrar Wakaf / penyerahan hak dari Pemerintah Kota Makassar kepada 
Persyarikatan Muhammadiyah; bahwa terhadap adanya bukti T-5 yaitu Surat 
Keputusan PJ. Walikota Kepala Daerah Ujung Pandang No. 168/S.Kep/4/IV/73 tanggal 
12 Juni 1973, Majelis Hakim menilai bahwa surat keputusan tersebut bukan merupakan 
bentuk pemberian hak atas tanah akan tetapi bentuk pemberian izin kepada Pengurus / 
Panitia Pembangunan gedung STK Aisyiyah Lingkungan Bara-Baraya untuk 
melanjutkan pembangunan menurut ketentuan /master plan Pemerintah Kotamadya 
Ujung Pandang, dan bukti T-5 ini dijadikan petunjuk dalam penerbitan Risalah Panitia 
Pemeriksaan Tanah “A” selanjutnya dijadikan dasar Penerbitan Keputusan Kepala 
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Kantor Pertanahan Kota Makassar Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama 
Persyarikatan Muhammadiyah atas tanah di Kelurahan Bara-baraya Selatan, 
Kecamatan Makassar (bukti T-3) dan kemudian bukti T-3 ini dijadikan dasar 
penerbitan obyektum litis
• Bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis 
Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyektum litis secara 
prosedural yuridis telah melanggar ketentuan Pasal  60 ayat (2) huruf i dan secara 
substansial melanggal Pasal 23 huruf (a) 1  Peraturan Pemerintah RI Nomor : 24 Tahun 
1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu sebagaimana adanya bukti T- 3  secara 
substansial yuridis oleh karena tanah tersebut berasal dari tanah negara bebas maka 
dalam sengketa in litis yang berhak memberikan tanah tersebut adalah Pemerintah Kota 
Makassar (perhatikan ketentuan Pasal 12 Peraturan pemerintah RI Nomor 8 Tahun 
1953) dan apabila dalam bentuk wakaf harus ada akta atau surat ikrar wakaf dari orang 
(seseorang) atau Pemerintah daerah Setempat (perhatikan Keputusan Bersama Menteri 
Agama RI Nomor 422 Tahun 2004 dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3/
SKB/BPN/2004), sehingga secara hukum bukti T=7, T-3, yang dijadikan dasar 
penerbitan obyek sengketa a quo mengandung suatu kesalahan/cacat yuridis; bahwa 
oleh karena dalam bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa tersebut 
secara fisik terdapat dua bangunan dengan fungsi yang berbeda, yaitu sebahagian 
dipergunakan sebagai masjid yang bernama “Babul Jihad” dan TK Aisyiyah), dan 
Majelis Hakim tidak melihat adanya bukti-bukti yang memperlihatkan pemberian tanah 
dari Pemerintah Kota Makassar secara administratif kepada pihak manapun secara 
tegas dan terang-benderang, maka Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 
24 ayat (2)  Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun  1997 jo. Pasal 61 Peaturan Menteri 
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang 
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang 
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Pendaftaran Tanah; “Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat 
pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembukuan hak dapat dilakukan 
berdasarkan pada kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 
20 (dua puluh) Tahun atau lebih secara berturut-turut oleh Pemohon pendaftaran dan 
pendahulu-pendahuluanya, dengan syarat: Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad 
baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta 
diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;Penguasaan tersebut baik 
sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak 
dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan 
maupun pihak lainnya;
• Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, 
P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-13, P-14, P-15  dikaitkan Bukti T.II.Int.2, T.II.Int.3, 
T.II.Int.30, T.II.Int.32, T.II.Int.33 dan T-5 dengan saksi-saksi yang diajukan oleh 
Penggugat dan Tergugat II Intervensi dipersidangan yang terbuka untuk umum  dan 
memberikan keterangan dibawah sumpah dikaitkan pula dengan hasil persidangan 
pemeriksaan setempat, tanggal 14 Agustus 2012, Majelis Hakim berpendapat bahwa 
Masjid Babul Jihad dibangun, dikelola dan diurus oleh Pengurus Masjid yang secara 
terang-benderang bukan dari organisasi Persyarikatan Muhammadiyah sejak Tahun 
1964 secara terus menerus, sedangkan Sekolah TK, Aisyiyah walau dibangun oleh 
Masyarakat akan tetapi telah digunakan sebagai TK Asyiyah sejak Tahun 1966 
sehingga menurut hemat Majelis Hakim untuk menjamin kelangsungan Pelaksanaan 
ibadah di Masjid Babul Jihad dan Pendidikan Sekolah TK tersebut dikaitkan dengan 
Ketentuan Pasal Pasal 24 ayat (2)  Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun  1997 jo. 
Pasal 61 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 
3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 
1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Terhadap tanah yang dimaksud dalam obyektum litis 
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sebatas bangunan masjid Babul Jihad haruslah dikuasai dan menjadi penguasaan 
Pengurus Masjid Babul Jihad in Casu  Para Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6,  sedangkan  
Tanah   yang  dimaksud  dalam obyektum litis sebatas bangunan TK Aisyiyah Tetap 
menjadi hak Persyarikatan Muhammadiyah yang dikelola oleh TK 
Asyiyah;----------------------------------------------------------------------------
• Bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum tersebut maka menurut 
Majelis Hakim, secara hukum Obyek sengketa a quo harus dinyatakan batal sebatas 
luas tanah yang diatasnya berdiri Masjid Babul Jihad; -------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan Majelis 
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa memori banding 
dari Tergugat/Pembanding maupun Tergugat II Intervensi/ Pembanding, masing-masing sama 
sekali tidak melemahkan pertimbangan hukum tersebut, maka terhadap putusan Majelis Hakim 
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 36/G.TUN/2012/PTUN.Mks. tanggal 05 
Nopember 2012 tersebut haruslah 
dikuatkan;----------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata  Tergugat/ Pembanding  
berada pada pihak yang kalah , maka sesuai dengan ketentuan  Pasal 110 Undang-Undang 
Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Tergugat/ 
Pembanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua 
tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan 
ini. ----------------------------
Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor  5 tahun 1986 jo. 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 
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beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang 
bertalian.------------------------------------------------------------------------------------------------------
M   E   N   G   A   D   I   L   I    :
1 Menerima   permohonan   banding    Tergugat / Pembanding      dan     Tergugat II 
Intervensi/Pembanding ; 
----------------------------------------------------------------------------
2 Menguatkan     putusan     Pengadilan    Tata   Usaha  Negara   Makassar  Nomor :  36/
G.TUN/2012/PTUN.Mks. tanggal   05 Nopember   2012   yang   dimohonkan banding; 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
3 Menghukum    Tergugat / Pembanding   untuk  membayar biaya perkara di kedua 
tingkat  pengadilan  yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar  Rp.250.000,-    
(Dua Ratus Lima Puluh  Ribu 
Rupiah) ;----------------------------------------------------------
Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dilangsungkan pada hari Kamis 
Tanggal 21 Maret Tahu  2013  yang terdiri dari SYAMSULHADI,SH.  dan H.A. 
SAYUTI,SH.MH. serta UNDANG SAEPUDIN,SH.MH. Masing-masing hakim tinggi pada 
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar  selaku Ketua majelis dan Anggota-anggota 
Majelis,  putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua 
Majelis  pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan  
dibantu oleh SYAMSUL K. SH.MH sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh 
pihak yang bersengketa atau 
Kuasanya.----------------------------------------------------------------------------------------------------
        Anggota Majelis :                Ketua Majelis
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H.A. SAYUTI,SH.MH.        SYAMSULHADI,SH.
UNDANG SAEPUDIN,SH.MH.
                                                          Panitera Pengganti
   SYAMSUL K.SH.MH.
Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 23/B/2013/PT.TUN.MKS
1. Meterai…………………………………………….................. Rp.        6.000,-
2. Redaksi……………………………………...…….................. Rp.        5.000,- 
3. Leges………………………………………..……................... Rp.        5.000,-
4. Biaya proses penyelesaian perkara…………...................... Rp.    234.000,-
                                                             Jumlah                         Rp.    250.000,-
                                                                 ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )
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